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Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Doktrin Fair Use atas 
penggunaan klip audiovisual dalam video review dan video reaction berdasarkan 
ketentuan perlindungan hak cipta di Indonesia dan Amerika. Di YouTube dan 
situs berbagi video lainnya, Video Review dan Video Reaction telah menjadi 
bentuk kritik audiovisual yang populer. Untuk mengetahui apakah suatu karya 
bermuatan ulasan kritik dapat dilindungi oleh hak cipta dan memperoleh 
pembenaran atas perlindungan Fair Use, maka perlu untuk diketahui lebih lanjut 
kelayakan karya tersebut sebagai ciptaan. Sangatlah perlu untuk memahami 
bagaimana batasan penggunaan wajar untuk tujuan kritik, khususnya 
prnggunaan klip audiovisual berhak cipta sebagai bagian dari ulasan. Walaupun 
di Indonesia belum dijumpai secara khusus kasus terkait ini, namu Amerika 
Serikat sudah memiliki banyak pengalaman dalam menanganinya sehingga dapat 
dijadikan bahan pembelajaran, mengingat pembuat konten video review dan 
reaction di Indonesia cukup banyak dan aktivitas ini disukai karena berpeluang 
untuk dimonetize. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) 
Bagaimana analisis doktrin Fair Use atas penggunaan klip audiovisual dalam 
video Review dan video Reaction berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia dan United States 
Copyright Act 1976  di Amerika, dan (2) Bagaimana perlindungan doktrin Fair 
Use atas klaim hak cipta bagi pembuat video review dan video reaction 
bermuatan klip audiovisual oleh pemegang hak cipta? 
Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan 
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. 
Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan 
dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran 
sistematis dan penafsiran komparatif. 
Indonesia tidak memiliki batasan yang jelas terkait kepentingan yang wajar. 
Sedangkan, Amerika Serikat memiliki faktor yang tegas untuk menentukan 
batasan penggunaan wajar yang di atur dalam 17 U.S.C section 10. Putusan-
putusan pengadilan Amerika Serikat mencoba mengategorikan perbuatan-
perbuatan apa saja yang dapat disebut sebagai kepentingan yang sewajarnya 
dalam hukum hak cipta. Pengadilan dapat menggunakan alat analisis yang umum 
untuk studi film untuk menganalisis karya audiovisual secara lebih akurat dan 
holistik untuk elemen kritis yang spesifik pada bentuk audiovisual, sehingga 
dapat lebih mudah mengenali dan menganalisis konten kritis transformatif dalam 
karya kritik audiovisual tertentu agar dapat melindungi hak pencipta dan 




BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia merilis cetak biru pengembangan 
ekonomi kreatif Indonesia 2009-2025 pada bulan Juni tahun 2008 yang ikut serta 
mencakup pengembangan sub sektor industri kreatif yang kemudian dikenal 
sebagai ekonomi kreatif. Dewasa ini ekonomi kreatif adalah proses peningkatan 
nilai tambah hasil yang berasal eksplorasi dan eksploitasi intelektual berupa 
kreativitas intelektual manusia, keahlian dan bakat individu (baik individu 
maupun kelompok) yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui 
penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi individu ataupun kelompok yang 
berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dapat dilindung 
melalui rezim hak atas kekayaan intelektual. Menurut Chris Bilton, istilah 
andung beberapa 
arti. Pengertian pertama yang dikemukakan yakni istilah kreativitas berkaitan 
a deviation from conventional 
. Selanjutnya pengertian kedua dari istilah kreativitas 
menunjukkan bahwa individu harus diberikan kebebasan untuk mengekspresikan 
bakat dan visi mereka sebagai implementasi dari aspek manajemen atau bahwa 
sesuatu yang baru tersebut harus bermanfaat bagi publik sebagai 
pengejawantahan aspek psikologi.1  
Dikaitkan dengan topik pembicaraan di dalam tulisan ini, menurut John 
creativity is not in itself an economic good, but in  its applications it can 
become . 2  Merujuk dari segi aspek definisi, Pemerintah Inggris melalui 
Department of Media, Culture and Sport (DCMS) memberikan penjelasan bahwa 
those activities which have their 
origin in individual creativity, skill and talent, and which have a potential for 
wealth and job creation through the generation and exploitati on of intellectual 
property -bidang aktivitas yang termasuk ke dalam konsep 
tersebut adalah: advertising, architecture, the art and antiques market, crafts, 
                                                          
1 Bilton, C., Management and Creativity: From Creative Industries to Creative 
Management, Blackwell Publishing, Oxford, 2007, hlm. 3. 




design, designer fashion, film, interactive leisure software, music, the performing 
arts, publishing, software, television and radio . 3  Beberapa negara seperti 
Norwegia, Selandia Baru, Singapura dan Swedia juga ikut serta mengadopsi 
definisi tersebut sebagai acuan untuk memaknai industri kreatif dalam 
membentuk kebijakan.4 Di Perancis, istilah tersebut diartikan sebagai rangkaian 
aktivitas di bidang ekonomi yang menggabungkan konsep, penciptaan dan 
produksi sektor kebudayaan dengan fungsi industri manufaktur skala besar dan 
komersialisasi produk-produk budaya. 5  Ekonomi kreatif pada dasarnya adalah 
wujud dari upaya mencari pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas, 
dimana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang 
berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan dengan 
memanfaatkan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan 
tak terbatas, yaitu ide, talenta dan kreativitas. 6  Sedangkan industri kreatif 
merupakan industri yang berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan 
intelektual seperti seni, film, permainan atau desain fashion, d an termasuk 
layanan kreatif antar perusahaan seperti iklan.7  
Berbagai hal tersebut menuntut banyak negara berlomba membangun 
kompetensi ekonomi kreatif dengan merujuk padai beberapa arah dari 
pengembangan industri kreatif ini yang lebih menitikberatkan pa da industri 
berbasis: (1) lapangan usaha kreatif dan budaya (creative cultural industry); (2) 
lapangan usaha kreatif (creative industry), atau (3) hak kekayaan intelektual 
seperti hak cipta (copyright).8 Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami 
bahwa komponen industri kreatif merupakan modal intelektual yang mencakup 
                                                          
3 Roodhouse, S., The Creative Industries Definitional Discourse. Dalam Henry, C. 
and de Bruin, A. (Ed.). Entrepreneurship and the Creative Economy: Process, Practice 
and Policy ., Edward Elgar Publishing Limited, Gloucester (UK), 2011, hlm. 10. 
4  Birch, S., The Political Promotion of the Experience Economy and Creative 
Industries: Cases from UK, New Zealand, Singapore, Norway, Sweden and Denmark . 
Samfundslitteratur: Frederiksberg C, 2008, hlm. 34. 
5 Throsby, D.,The Economics of Cultural Policy , Cambridge University Press, Cambridge, 
2010, hlm. 89 
6 Maskarto Lucky Nara Rosmadi, Industri Kreatif dalam M enghadapi Pasar Bebas 
ASEAN Tahun 2015 , Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No, 2014, hlm.97. 
7 Togar Simatupang, Ekonomi Kreatif: Menuju Era Kompetisi dan Persaingan Usaha 
Ekonomi Gelombang IV , Institut Teknologi Bandung, http://www.slideshare. net/togar/cetak -
biru-industri-kreatif-jabar, (18 Januari 2022)  
8 Kementerian Perdagangan RI, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia , Buku I, 




teknologi, seni, budaya dan, bisnis hak cipta, dan industri kreatif merupakan 
suatu pokok utama dan bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan 
sektor ekonomi kreatif yang memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa 
dan negara. Hal yang dapat dilakukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi 
kreatif di suatu negara adalah peranan pemerintah itu sendiri khususnya dalam 
arah pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan industri kekayaan 
intelektual ini. 9  Perkembangan industri digital telah merekonstruksi tatanan 
kehidupan masyarakat di berbagai bidang termasuk pada pertumbuhan karya 
dalam industri kreatif 10  yang semakin marak mengoptimalkan penggunaan 
platform digital. Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada dunia maya 
dewasa ini memberi ruang tersendiri bagi orang-orang untuk mengekspresikan 
tanggapannya atas karya cipta orang lain, salah satunya dengan membuat dan 
menyebarluaskan konten Video Review  dan Reaction.  
Video Reaction atau reaksi video, dewasa ini telah menjadi aktivitas yang 
sedang populer oleh penonton atau viewers YouTube. Aktivitas ini menunjukkan 
content creator (yang kemudian disebut YouTuber) merekam dengan video 
ekspresi dan emosi wajahnya ketika sedang menonton sebuah tayangan video 
yang kemudian diunggah kembali ke laman YouTube. Ketika diunggah ke 
YouTube, seseorang yang melakukan Reaction harus menyajikan dua hal di 
dalam satu layar posting-an, reaksinya sendiri dan sesuatu yang membuatnya 
bereaksi yaitu video tersebut. Dengan kata lain Reaction videos merupakan video 
yang menampilkan reaksi seseorang saat menonton drama, video klip, program 
acara, film, dan masih banyak lagi. Dalam YouTube sendiri banyak di temukan 
                                                          
9  Iswajuni, Indrianawati Usman, dan Muslich Anshori, Pengembangan  Model Usaha 
Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Daya Saing Di Pasar Global , Universitas Airlangga, 
Surabaya. 2012, hlm. 2. 
10 Industri Kreatif  menurut Natale De Douglas dan Gregory H. Wassal dalam buku Setyo 
Nugroho Puguh dan Malik Cahyadin )merupakan industri yang bersumber dari kreativitas, 
keterampilan & bakat individu, dan yang memiliki potensi kekayaan dan penciptaan lapangan kerja 
melalui pembangkitan dan eksploitasi kekayaan intelektual. Hal tersebut mencakup periklanan, 
arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan tangan, desain, perancang busana, film dan 
video, perangkat lunak rekreasi interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, perangkat lunak 
dan layanan komputer, televisi & radio. Tetapi di Indonesia tidak digunakan istilah industri kr eatif 
melainkan ekonomi kreatif. Adapun yang dimaksud dengan hal tersebut menurut Diktum Pertama 
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah 
"...kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, ketrampilan, dan bakat ind ividu untuk 





reaksi video terhadap Music Video terutama tenta ng American Pop dimana hal 
tersebut lebih menjual dan lebih menguntungkan serta menarik perhatian orang 
untuk menonton Video Reaction tersebut. Pada video tersebut ikut serta 
mencantumkan klip audiovisual yang menjadi pokok ulasan baik dari musik video 
maupun film dan suatu program acara. Di dalam musik video tersebut tidak 
hanya terdapat lagu tetapi tarian dan koreografi yang menarik.  
Ada pula Video Review film yang belakangan ini fenomena sebuah Review 
film sudah menjadi trend tersendiri bagi para penyuka film. Detail atau secara 
garis besar, sedikit atau panjang lebar, to the point atau menggali lebih dalam, 
sebuah Review film sudah menjadi keharusan tersendiri yang dituangkan selepas 
menyaksikan sebuah film. Tidak sedikit pula yang serius menulis Review film 
secara khusus, baik itu sebagai freelance sebuah media, memiliki blog pribadi, 
ataupun membuat video yang berisikan ulasan film dan mendistribusikannya 
melalui platform digital seperti YouTube dan media sejenisnya. Pada suatu Video 
Review film selain memuat penjelasan mengenai alur cerita film tidak luput pula 
menyertakan klip atau potongan scene dari film yang diberi ulasan. Berkarya 
untuk mendatangkan penghasilan melalui platform digital maupun media sosial 
merupakan peluang yang dimanfaatkan oleh banyak pihak, terlebih setelah 
kecepatan akses internet berkembang pesat  serta  menurut data Global Web 
Index, Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang paling aktif 
menggunakan media sosial.11 Hal tersebut ikut serta membuat konten atau karya 
dalam platform digital semakin variatif, termasuk konten bermuatan Review dan 
Reaction yang cukup memiliki banyak penggemar (penonton).  
Pada hakikatnya, klip audiovisual karya pencipta lain memuat hak cipta dan 
hak terkait di dalamnya, sehingga dalam penggunaannya harus sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku agar tidak menciderai hak dari pemegang hak cipta. 
Sebagai contoh, CJ E&M merupakan salah satu perusahaan hiburan terbesar di 
Amerika Selatan. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam industri hiburan di 
negeri ginseng tersebut karena memiliki banyak anak cabang yang bergerak di 
bidang perfilman, musik, program acara tv dan masih banyak lagi.  Dilansir SBS 
PopAsia, CJ E&M memberikan teguran kepada semua pemilik akun YouTube 
                                                          
11 Putri, A. A. S, 2016, (online) 
https://entertainment.kompas.com/read/2016/04/29/081628110/.Pamer.Kreativitas.di.Media.Sosiali




yang mengunggah Reaction videos yang dilakukan oleh para YouTuber terhadap 
konten siaran resmi mereka. Mulai dari video reaksi untuk video klip yang 
diunggah di akun YouTube resmi CJ E&M hingga video reaksi untuk program 
acara mereka. Pihak CJ E&M mengajak YouTube untuk bekerja sama dan 
memberi peringatan kepada sang YouTuber untuk menghapus video reaksi yang 
mereka unggah, karena hal itu dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak 
cipta mereka.  
Di Indonesia sendiri Video Reaction sendiri merupakan gabungan antara 
Review secara langsung oleh pemilik konten dengan menggabungkan musik 
video atau klip film  asli atau original yang biasanya akan di edit kembali seolah-
olah di dalam video Reaction tersebut pembuat konten sedang menonton karya 
audiovisual tersebut, salah satu contoh pembuat konten adalah the Connell twins, 
dimana the Connell twins sedang melakukan Reaction terhadap music video 
dengan judul Kill This Love dari artis Korea bernama Blackpink pada platform 
YouTube.12 Sedangkan di Amerika cukup banyak kasus terkait, kasus yang cukup 
menarik perhatian salah satunya adalah kasus antara Hughes v. Benjamin. 
Dalam p
memberikan konten tambahan, komentar, atau kritik terhadap karya berhak c ipta 
milik Hughes, dan tidak mengandung ekspresi tambahan apa pun. Menurutnya 
itu hanyalah kumpulan klip-klip yang mentah yang diberi judul ulang dari Karya 
Berhak Cipta. Berdasarkan beberapa kasus tersebut, penulis bertujuan untuk 
membandingkan pengaturan hukum hak cipta di Indonesia dengan hukum hak 
cipta di Amerika Serikat untuk memeriksa sifat penggunaan wajar dengan fokus 
pada penggunaan wajar untuk tujuan kritik, komentar, dan ulasan.  
Maraknya pembuatan video Reaction dan video Review yang beredar pada 
platform digital serta berbagai permasalahan klaim hak cipta atas penggunaan 
klip audiovisual yang termuat di dalamnya membuat penulis tertarik untuk 
meninjau lebih lanjut dengan mengangkat judul  Analisis Doktrin Fair Use  
Atas Penggunaan Klip Audiovisual Dalam Video Review  dan Video 
Reaction  Berdasarkan Kete ntuan Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia 
dan Amerika  (Studi Terhadap  Undang -Undang Tentang Hak Cipta 
                                                          
12 The Connell Twins,  2019, Non Kpop React To Blackpink -Kill this love  (online) 




Nomor 28 Tahun 2014 dan United States Copyright Act 1976 ) pada 
kesempatan ini. 
Guna membuktikan kebaruan dan arah penelitian yang berbeda antara 
penelitian ini dengan hasil penelitian lainnya, maka agar mempermudah 
mengidentifikasi perbedaannya, penulis membuat tabel perbandingan. Adapun 
penelitian lain yang bertemakan perbandingan Fair Use dan Hak Cipta sebagai 
berikut:  
Tabel 1.1  
No 
Nama Peneliti 
dan A sal 
Instansi  
Judul  dan Tahun 
Penelitian  
Rumusan Masalah  




Fair Use Pada Internet 
Antara Amerika Serikat 
Dan Indonesia (2008) 
1. Bagaimana perbandingan Hukum antara 
Indonesia dan Amerika Serikat dalam 
mengatur Doktrin Fair Use? 
2. Bagaimana sebaiknya Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta 
mengakomodir mengenai doktrin Fair 
Use secara praktek melalui media 
informasi khususnya internet? 
 




Penerapan Prinsip Fair 
Use Dalam Hak Cipta 
Berdasarkan Ketentuan 
Hukum Internasional 
Dan Nasional (Studi 
Terhadap Menyanyikan 
Ulang (Cover Version) 
Suatu Karya Seni Musik 
Dan Pemublikasiannya 
Di Jejaring Media Sosial) 
(2019) 
1. Bagaimanakah penerapan prinsip Fair 
Use dalam hak cipta berdasarkan 
ketentuan hukum internasional dan 
nasional serta kaitannya dengan 
menyanyikan ulang (cover version) suatu 
karya seni musik? 
2. Bagaimanakah perbandinganpenerapan 
prinsip Fair Use dalam hak cipta di 
Indonesia dan Amerika Serikat? 




Pemegang Hak Cipta 
Atas Penggunaan 
Potongan-Potongan 
Video Ciptaannya Oleh 
YouTuber Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2014 Tentang 
Hak Cipta (2018) 
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum 
terhadap pemegang hak cipta atas 
penggunaan potongan-potongan video 
yang ditayangkan oleh YouTuber di 
media YouTube Berdasarkan UUHC No. 
28 Tahun 2014?  
2. Bagaimana upaya hukum dan cara 
penyelesaian sengketa terhadap 
pelanggaran hak cipta yang terjadi d i 
media YouTube menurut UUHC No. 28 
Tahun 2014? 
4.  Ari Mahartha 
(Kantor Hukum 




Video Parodi Dengan 
Tujuan Komersial 
1. Bagaimana pengaturan hukum berkaitan 
dengan karya video parodi yang dibuat 
berdasarkan suatu karya ciptaan lainnya?  





Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2020 
Perbedaan penelitian pada skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah 
sebagai berikut:  
1. Isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian pada tahun 
Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet Antara Amerika 
Serikat dan Indonesia  ini adalah mengenai bagaimana sebaiknya Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengakomodir mengenai 
doktrin Fair Use secara praktek melalui media informasi khususnya internet. 
Penulis terdahulu beranggapan bahwa Indonesia belum memiliki pembatasan 
secara jelas mengenai faktor-faktor bagaimana suatu tindakan tergolong Fair 
Use, sehingga penulis memberikan masukan kepada pemerintah dengan cara 
membandingkan pengaturan hukum hak cipta di Indonesia dengan Amerika 
Serikat yang memang telah mengatur doktrin Fair Use lebih awal. Penulis 
terdahulu menganalisa perbandingan Fair Use secara umum tidak terbatas 
pada suatu karya, sedangkan dalam penelitian ini penulis berusaha 
menganalisa terkait penerapan Fair Use secara lebih khusus terkait 
penggunaan klip audiovisual menggunakan undang-undang hak cipta 
Indonesia yang telah diperbarui yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta. 
2. Isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian pada tahun 
2019 yang berjudul Penerapan Prinsip Fair Use Dalam Hak Cipta Berdasarkan 
Ketentuan Hukum Internasional Dan Nasional (Studi Terhadap Menyanyikan 
Ulang (Cover Version) Suatu Karya Seni Musik Dan Pemublikasiannya Di 
Jejaring Media Sosial)  mengacu pada  penerapan prinsip Fair Use dalam hak 
cipta atas kegiatan menyanyikan ulang (cover version) dengan 
membandingkannya pada ketentuan hukum internasional khususnya Amerika 
Serikat, sedangkan dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisa terkait 
penerapan Fair Use dalam penggunaan klip audiovisual. Menurut penulis 
terdahulu terdapat kekosongan hukum mengenai prinsip Fair Use dalam karya 
seni musik, sedangkan dalam penelitian ini penulis berupaya mengkaji lebih 
Perspektif Perlindungan 
Hak Cipta (2018) 
terhadap pemegang hak cipta atas karya 
sinematografi yang atas karyanya dibuat 





dalam mengenai kekosongan hukum pengaturan Fair Use terkait karya 
audiovisual dan karya  yang memuat kritik  beserta upaya perlindungannya. 
3. Isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian pada tahun 
Penggunaan Potongan-Potongan Video Ciptaannya Oleh YouTuber 
Berdasarkan Undang-
memuat tentang potensi timbulnya suatu polemik karena kurang jelasnya 
perlindungan hak cipta terkait video atau audiovisual works di Indonesia, dan 
kondisi masyarakat yang masih belum begitu paham akan perlindungan 
terhadap kekayaan intelektual dalam bentuk karya video atau audiovisual 
work dengan merujuk pengunaan klip audiovisual berhak cipta dalam suatu 
konten dengan tujuan komersialisasi secara umum. Penulis pendahulu tidak 
membahas suatu jenis konten yang dilindungi doktrin Fari Use secara konkrit, 
sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus terhadap 
penggunaan klip audiovisual tersebut dalam ranah kritik yang 
dikomersialisasikan. 
4. Isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian pada tahun 
 Tujuan 
dari penulisan ini adalah untuk mengelaborasi, mengidentifikasi dan 
menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya 
cipta sinematografi yang dialihwujudkan untuk tujuan komersial berdasarkan 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berbeda dengan 
penulis saat ini, penulis terdahulu memfokuskan penelitiannya pada 
perlindungan hak cipta tanpa mengkaji mengenai doktrin Fair Use. Dalam 
pembahasannya, penulis terdahulu memfokuskan pada perlindungan 
pemegang hak cipta karya asli, sedangkan penulis saat ini menitikberatkan 
pada perlindungan bagi pembuat Video Review dan Video Reaction yang 
melakukan apropriasi pada karya ciptaan sebelumnya. 
 
B. RUMUSAN MASALAH  
1. Bagaimana analisis doktrin Fair Use atas penggunaan klip audiovisual 




Undang Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia dan 
United States Copyright Act 1976  di Amerika? 
2. Bagaimana perlindungan doktrin Fair Use atas klaim hak cipta bagi 
pembuat video review dan video reaction bermuatan klip audiovisual oleh 
pemegang hak cipta? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis mengenai : 
1. Penerapan doktrin Fair Use atas penggunaan klip audiovisual dalam video 
Review dan video Reaction berdasarkan prespektif perlindungan hak cipta 
di Indonesia dan Amerika. 
2. Perlindungan doktrin Fair Use bagi pembuat video Review dan video 
Reaction bermuatan klip audiovisual atas klaim hak cipta dari pemegang 
Hak Cipta? 
 
D. MANFAAT PENELITIAN  
1. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya 
tentang konsep penerapan dan perlindungan Fair Use atas penggunaan 
klip audiovisual dalam video Review dan Reaction. 
b. Sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian terkait dengan 
pengaturan konsep penerapan dan perlindungan Fair Use atas 
penggunaan klip audiovisual dalam video Review dan Reaction. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Akademisi, penelitian ini bermanfaat bagi civitas akademika guna 
merumuskan penelitian mengenai pola penerapan dan perlindungan Fair 
Use atas penggunaan klip audiovisual dalam video Review dan Reaction 
di Indonesia dan Amerika. 
b. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual , hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan masukan dalam membentuk pengaturan yang 
dinamis sesuai dengan perkembangan distribusi karya audiovisual 
secara digital sehingga dapat tercapai kepastian Hak Cipta dalam 




dalam video Review dan Reaction. 
c. Bagi Masyarakat umum untuk dijad ikan sebagai panduan untuk 
berperan aktif dalam mencegah pelanggaran di bidang kekayaan 
intelektual. 
d. Bagi Pemilik atau Pemegang Hak Cipta, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan wawasan kepada masyarakat  khususnya bagi 
pemilik Hak Cipta serta pembuat konten video dalam konsep penerapan 
dan perlindungan Fair Use atas penggunaan klip audiovisual dalam video 
Review dan Reaction. Agar dapat menambah wawasan para pelaku 
usaha di bidang industri kreatif mengenai upaya yang dapat ditempuh 
dalam hal terjadi sengketa kepentingan hak dalam penerapan dan 
perlindungan Fair Use atas penggunaan klip audiovisual dalam video 
Review dan Reaction. 
 
E. SISTEMATIKA PENULISAN  
Penelitian ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam bab-bab  
sehingga dapat memperjelas ruang lingkup dan cakupan yang akan diteliti. 
Adapun urutan tata letak masing-masing bab serta pokok permasalahan sebagai 
berikut:  
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini memuat tentang hal-hal yang mendasari dan menjadi alasan 
pemilihan tema penulisan serta pokok pembahasan, sekaligus menjadi pengantar 
umum secara keseluruhan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, dan manfaat penelitian. Bab ini  juga berisikan tentang jenis penelitian, 
pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengambilan bahan hukum, 
teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.  
BAB II KAJIAN PUSTAKA  
Bab ini akan menguraikan bahasan-bahasan yang dapat menjawab  
rumusan masalah dan memuat teori-teori yang dapat mendukung penelitian.  
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bab ini akan memaparkan jawaban dari pokok permasalahan yang terdapat 
rumusan masalah.  




Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil analisis dan 
interpretasi yang tealh dirumuskan. 
 
F. METODE PENELITIAN  
1.  Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian 
hukum doktrinal 13, yaitu peneliti menelaah bahan hukum sekunder14 kemudian 
dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan untuk menjawab 
permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang mengkonsepkan hukum 
sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang 
dianggap pantas yang berkaitan dengan penerapan doktrin Fair Use. Penelitian 
normatif atau doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis 
aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan 
antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi 
pembangunan masa depan.15 Disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau 
studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada 
peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.16 
2.  Pendekatan Penelitian  
Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang merupakan intisari 
dari topik permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan beberapa 
pendekatan penelitian hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Pendekatan perundang-undangan (statute-approach), yaitu dengan menelaah 
peraturan perundang-undangan17 yang berkaitan dengan doktrin Fair Use dan 
perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika. 
                                                          
13  Sukismo B., Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis , Penerbit 
PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, Yogyakarta, tanpa tahun, hlm.8. 
14 Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Penerbit Ghalia, 
Jakarta 1988, hlm.10.  
15  Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
2011, hlm. 35.  
16 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Cetakan ke-8, PT. 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14 




b. Pendekatan konseptual (conseptual approach), yaitu dengan menelaah dan 
memahami konsep-konsep18  teori asas kepastian hukum, perlindungan hak 
cipta yang berlaku dalam masyarakat. 
c. Pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu dengan 
membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu 
negara dengan peraturan hukum di negara lain, namun haruslah mengenai 
permasalahan hukum yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh 
persamaan dan perbedaan pada kebijakan hukum di kedua negara. Penulis 
menggunakan pendekatan penelitian ini karena pendekatan ini merupakan 
salah satu cara yang efektif digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk 
membandingkan keadaan hukum untuk menemukan kejelasan mengenai 
ketentuan suatu undang-undang.19 Penulis melakukan perbandingan hukum 
terkait Hak Cipta dan penerapan Fair Use di Indonesia dan Amerika. 
3.  Jenis dan Sumber Bahan Hukum  
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari:  
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis bersumber dari 
peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan 
hukum primer meliputi statuta yang dibuat oleh badan legisla tif, putusan 
pengadilan, dekrit eksekutif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 
badan administrasi20, yang meliputi:  
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5599) 
2. Republic of Amerika Copyright Act of 1976 (Act No. 432 of January 28, 
1957, as amended up to Act No. 9625 of April 22, 2009)  
3. Berne Convention the Protection of Literary and Artistic Works  
b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur y ang berkaitan dengan 
                                                          
18  Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,   Penerbit 
Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 391. 
19 Sunaryati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1991, hlm. 313. 
20 Penelitian Hukum (Legal Research)  , Sinar  




permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku, jurnal, artikel, skripsi, dan 
segala bentuk karya tulis ilmiah.  
c. Bahan hukum tersier berupa kamus, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, 
kamus hukum  dan kamus terkait lainnya 
4.  Teknik Penelusuran Bahan Hukum  
Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui 
studi dokumentasi dan studi pustaka, serta dari internet. Untuk mendapatkan 
bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti akan melakukan penelusuran 
bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum 
Universitas, Perpustakaan Pusat Universitas dan Perpustakaan Umum dan Arsip 
Kota. 
5.  Teknik Analisis Bahan Hukum  
Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, diinventarisasi, 
diklasifikasi dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang 
bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada, sehingga 
didapatkan solusi yang tepat, guna memberikan solusi baru terkait penerapan 
Fair Use. 
Metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mempelajari 
permasalahan yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam 
masyarakat serta situasi-situasi tertentu. 21  Tujuan dari penulisan deskriptif ini 
adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat -sifat, serta hubungan yang antar fenomena 
yang teliti untuk mendapatkan suatu pemecahan. Setelah proses analisis, 
dilakukan proses sintesis dengan menarik dan menghubungkan rumusan 
masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan. Berikutnya ditarik 
simpulan yang bersifat umum kemudian direkomendasikan beberapa hal sebagai 
upaya transfer gagasan.  
Hasil analisa bahan hukum selanjutnya diinterpretasikan menggunakan 
metode interpretasi (a) sistematis , (b) gramatikal, dan (c) komparatif . Untuk 
memilih interpretasi sistematis dilakukan guna menentukan sistematika hukum 
yang terdapat dalam penelitian ini. Untuk  menginterpretasikan secara sistematis 
                                                          




yaitu dengan meneliti naskah hukum yang ada22. Jika di jelaskan adalah pasal 
suatu Undang-Undang, maka ketentuan yang sama dalam satu asas dalam 
peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Untuk menafsirkan ini harus dicari 
ketentuan yang ada di dalamnya agar saling terhubung dan hubungan yang 
terjadi dapat menentukan maknanya. Namun, dalam hubungan tatanan hukum 
yang ter kodifikasi, dirujuk pada sistem yang memungkinkan dapat tersistematis 
dan dapat diasumsikan.  
Selanjutnya interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada 
makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara 
demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau 
makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.23 Melalui penafsiran 
gramatikal undang-undang ditafsirkan menurut arti perkat aan istilah . Antara 
bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan 
alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan 
kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai 
kata-kata yang tepat. 24  Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait 
dengan makna teks dalam penerapan Fair Use atas penggunaan klip audiovisual 
khususnya sebagai muatan dalam video Review dan Reaction. Penulis juga 
melakukan penafsiran komparatif, yaitu penafsiran untuk membandingkan 
penjelasan mencapai 
objektivitas mendatang25, dengan 
membandingkan pengaturan di Indonesia dan Amerika Serikat. 
6.  Definisi Konseptua l 
1. Fair Use adalah doktrin atau prinsip yang memperbolehkan pihak lain untuk 
menggunakan kreasi hak cipta tertentu untuk kepentingan atau tujuan yang 
spesifik. 
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 
                                                          
22 Jimly Asshiddiqie, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara , Ind. Hill. Co, 
Jakarta, 1997, hlm. 17-18. 
23 Rechtvinding , Penerjemah B. Arief Shidarta, Laboratorium Hukum FH 
Universitas Parahiyangan, Bandung, 2001, hlm. 25. 
24 Yudha Bhakti Ardiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum , PT.Alumni, Bandung, 
2012, hlm.9. 




bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
3. Klip Audiovisual merupakan potongan video berisikan informasi atau ekspresi 
yang disampaikan sekaligus secara auditif (mendengar) serta visualisasi 
(melihat).  
4. Video Review merupakan video yang memuat penjelasan mengenai alur 
cerita film, buku, ataupun karya lainnya, dalam hal review film tidak luput 
pula menyertakan klip atau potongan scene dari film yang diberi ulasan. 
5. Video Reaction merupakan video yang menampilkan reaksi seseorang saat 
menonton drama, video klip, program acara, film, dan berbagai karya 






BAB II  
KAJIAN PUSTAKA  
 
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hak Cipta  
1.  Tinjauan  Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektua l  
Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian hukum yang berkaitan erat 
dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi ekonomi dalam usaha 
kreatif. Berdasarkan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) 
yang merupakan perjanjian Hak-Hak Milik Intelektual berkaitan dengan 
perdagangan dalam Badan Perdagangan Dunia (WTO), Hak Kekayaan Intelektual 
ini meliputi copyrights (hak cipta), dan industrial property  (paten, merek, desain 
industri, perlindungan sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis asal 
barang). Diantara hak-hak tersebut, Hak Cipta yang semula bernama hak 
pengarang (author rights) merupakan kajian Hak Kekayaan Intelektual yang 
bertujuan untuk melindungi karya kreatif yang dihasilkan oleh penulis, seniman, 
pengarang dan pemain musik, pengarang sandiwara, serta pembuat film dan 
piranti lunak ( software). Karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud 
yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan 
karyanya, yang  memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis. 26 
Hakikat perlindungan hukum HKI memuat tentang pengakuan terhadap 
hak atas kekayaan intelektual tersebut, hak yang dalam kurun waktu tertentu 
menikmati atau mengeksploitasi kekayaan tersebut, hanya dapat menikmati atau 
mengeksploitasi hak tersebut atas izin atau lisensi pemilik hak, karena 
perlindungan dan pengakuan hanya dapat diberikan secara khusus atau eksklusif 
kepada pihak yang memiliki kekayaan intelektual tersebut. Cita perlindungan 
hukum terhadap kekayaan intelektual bertujuan agar menciptakan iklim 
keamanan dan kenyamanan bagi pihak yang memiliki hak itu untuk 
mengeksploitasi kekayaannya serta menunjang penciptaan karya-karya 
selanjutnya.  
World    Intell ectual    Property    Organization (selanjutnya disebut sebagai 
WIPO) merupakan organisasi   dibawah   Perserikatan   Bangsa   Bangsa   (PBB) 
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yang   khusus menangani  bidang  hak  kekayaan  intelektual. Sampai sekarang 
organisasi ini beranggotakan 184 (seratus delapan puluh empat) negara yang 
berpartisipasi dalam WIPO untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian 
internasional serta aturan dan kebijakan yang  berkaitan  dengan  HAKI  seperti 
patent, copyrights dan trademarks. WIPO telah terbentuk sejak tahun 1 883 
dengan nama Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété 
Intellectuelle (BIRPI) berdasarkan Berne Convention for the Protection of Literary 
and Artistic Works dan Paris Convention for the Protection of Industrial   Property  
yang kemudian WIPO pada tahun 1967 berdasarkan the  Convention  
Establishing the World Intellectual  Property Organization. Tujuan dari organisasi   
ini adalah mempromosikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di 
seluruh dunia. Pusat kesekretariatan WPO berada di Jenewa, Swiss dalam 
melaksanakan tugasnya organisasi ini berada di bawah naungan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut sebagai PBB). 
Terkait dengan peranan WIPO khususnya dalam hak cipta, dalam WIPO  
dikenal  The  WIPO Copyright Treaty (selanjutnya disebut sebagai WCT). Yang  
dimaksud dengan WTC adalah perjanjian  khusus  yang  ditetapkan  oleh  
konsensus  dari  lebih  dari  100 negara  anggota  Uni  Eropa  (UE).  Diadopsi  di  
Jenewa, Swiss pada 20 Desember 1996, WCT melengkapi Konvensi Berne untuk 
Perlindungan Karya Seni dan Sastra (Berne Convention) dan Konvensi 
Internasional untuk Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Organisasi 
Siaran (Konvensi  Roma). Pada sa t itu, Berne dan Konvensi Roma belum 
dimodifikasi selama 25 tahun. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatasi 
perkembangan teknologi digital dan komunikasi, khususnya distribusi karya yang 
dilindungi secara digital melalui Internet. 27  
Namun dalam perkembangannya Amerika Serikat dan negara-negara maju 
berargumentasi bahwa terdapat beberapa kelemahan WIPO yang menjadikan 
neraca perdagangan menjadi tidak seimbang, antara lain: (1) WIPO hanya 
merupakan salah satu organisasi, yang anggota-anggotanya sangat terbatas 
(tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan 
terhadap bukan anggota peserta. (2) WIPO tidak memiliki mekanisme sanksi 
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yang dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran di bidang kekayaan 
intelektual. (3) WIPO juga dianggap tidak dapat mengadaptasi dan 
mengantisipasi terhadap perubahan struktur perdagangan internasional dan 
perubahan tingkat inovasi teknologi.    
Perjanjian TRIPs terbentuk sebagai antisipasi Amerika Serikat, juga 
beberapa negara Eropa atas penilaian akan ketidak mampuan WIPO dalam 
melindungi kekayaan intelektualnya di pasar internasional. Muatan dalam 
persetujuan TRIPs mengatur masalah-masalah HKI, seperti Paten (Patent), Hak 
Cipta dan Hak Terkait (Copyright and Related Rights), Rekaman Suara (Sound 
Recordings), Indikasi Geografis (Geographical Indications), termasuk di dalamnya 
Penentuan Asal-usul Barang (Appellations of Origin), Desain Industri ( Industrial 
Design), Hak atas Topografi Rangkaian Terpadu Semikonduktor (Layout-Designs 
of Integrated  Circuits) dan Rahasia Dagang (Trade Secret).  Dengan demikian, 
Indonesia harus mengharmonisasikan kembali semua peraturan yang berkaitan 
dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan menambah beberapa 
peraturan yang belum tercakup di dalam peraturan yang sudah ada dengan Paris 
Convention, Berne Convention, Rome Convention and Treaty on Intellectual 
Property in Respect of Integrated Circuits sesuai yang telah diisyaratkan pada 
TRIPs.  
Hak Cipta memberi kewenangan yang sangat luas bagi pencipta. Secara 
konseptual kedudukan pencipta berada pada tempat yang sangat terhormat di 
tengah-tengah masyarakat. 28  Secara etimologi, istilah Hak Cipta berasal dari 
negara yang menganut common law, yakni copyright. Terminologi mengenai Hak 
Cipta banyak dikemukakan para ahli maupun oleh negara-negara peratifikasi 
WIPO Copyright Treaty, terminologi Hak Cipta bagi masing-masing negara 
mempunyai prinsip yang sama, yaitu hak eksklusif bagi pencipta maupun 
penerima hak atas karya ciptanya.29  Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5599), selanjutnya disebut UUHC, Hak Cipta 
adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip 
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deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata  tanpa 
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan definisi tersebut makada dapat ditarik kesimpulan banwa, 
HKI selalu dikaitkan dengan tiga unsur utama yaitu 30 a) Terdapat sebuah hak 
ekslusif yang diberikan oleh hukum; b)Hak tersebut merupakan hasil usaha 
manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; c) Kemampuan 
intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.  
Hak mendasar pada Hak Cipta merujuk kepada keaslian yang menandakan 
bahwa Pemegang Hak Cipta merupakan pencipta atau pihak yang membuat 
karya tersebut. Pencipta dapat mengklaim Hak cipta atas suatu karya sepanjang 
ia menciptakan, bahkan jika banyak orang yang telah menciptakan karya yang 
sama sebelumnya. Hak Cipta bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai 
dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan 
negara untuk menegakkan hukumannya.31 Aturan mengenai perlindungan hukum 
dapat dilihat pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara 
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di muka hukum. Seorang seniman dalam 
menciptakan suatu karya seni membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, biaya, serta 
usaha yang tidak sedikit. Oleh karena itu, wajar jika mereka m endapatkan 
imbalan atas karya tersebut, baik secara materiil maupun immateriil.  
Imbalan materiil dapat berupa uang. Imbalan materiil dalam pasal 1 angka 
21 UUHC disebut juga sebagai royalti, yaitu imbalan atas pemanfaatan Hak 
Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau 
pemilik hak terkait. Sedangkan imbalan immateriil (hak moral) dapat berupa 
perlindungan atas karya mereka dari perbuatan menyimpang seperti penjiplakan, 
jual-beli ilegal, adaptasi tanpa izin pencipta aslinya, dan sebagainya. Hat tersebut 
semakin membuktikan bahwa orisinalitas atau keaslian suatu karya, baik berupa 
karangan atau ciptaan merupakan suatu hak yang esensial dalam perlindungan 
hukum melalui Hak Cipta. Maksudnya hasil karya orang yang mengakui karya 
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tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Demikian juga, harus ada relevansi 
antara hasil karya tersebut dengan ciptaannya.32  
 Seiring dengan perkembangan teknologi, maka pengaturan hukum terkait 
Hak Cipta ikut berkembang secara dinamis. Terdapat perluasan perlindungan 
yang diberikan kepada pencipta serta perluasan cakupan Hak Cipta, sehingga 
tidak hanya mencakup bidang buku tetapi juga karya berupa drama, musik, 
fotografi, dan lain - lain, dengan tujuan yang sama yakni untuk melindungi 
pencipta dari perbuatan pihak lain tanpa izin mereproduksi atau meniru hasil 
karyanya. Cukup beragam ciptaan yang dilindungi di Indonesia. Bentuk-bentuk 
ciptaan tersebut meliputi berbagai bidang ilmu, di antaranya bidang ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakupi i) Buku, program komputer, 
pamflet, lay out (perwajahan) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya 
tulis lain; ii) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; iii) 
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; iv) 
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; v) Drama atau drama musikal, tari, 
koreografi, pewayangan, dan pantomim; vii) Seni rupa dalam segala bentuk 
seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, 
kolase, dan seni terapan; vii) Arsitektur; viii) Peta; ix) Seni batik; x) Fotografi; xii) 
Sinematografi; xiii) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan 
karya lain dari hasil pengalihwujudan.33 
 
2.  Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika  
Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan 
suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut 
merupakan wujud perlindungan hukum. Upaya perlindungan hukum dapat 
bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif  diberikan pada saat 
suatu peraturan dibuat, tujuannya adalah agar tidak terjadi kesewenang-
wenangan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat dilibatkan agar peraturan 
yang dirumuskan dapat disepakati bersama. Sedangkan perlindungan hukum 
secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah suatu 
peraturan telah dibuat dalam bentuk yang definitif. Masyarakat yang terbukti 
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melakukan pelanggaran atas peraturan yang dibuat dapat dikenakan sanksi oleh 
lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk 
menindaknya. Bentuk sanksi yang dapat diberikan adalah secara hukum pidana, 
perdata, dan administratif.  
Perlindungan Hak Cipta pertama kali mendapat pengakuan dari tingkat 
internasional pada tanggal 9 September 1886 melalui Berne Convention for The 
Protection of Literary and Artistic Works. Hak Cipta terdiri dari hak ekonomi34 dan 
hak moral. 35   Hak moral meliputi melarang melakukan perubahan, melarang 
melakukan perubahan nama pencipta, melarang melakukan perubahan judul 
ciptaan, serta hak melakukan perubahan ciptaan. Sedangkan hak eksklusif 
meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menerjemahkan, membuat 
adaptasi, membuat pertunjukan, dan memperagakan suatu ciptaan. Hak moral 
terdiri dari paternity right  (hak untuk diakui sebagai pengarang atau pemilik 
suatu karya), integrity right (hak untuk menolak perubahan atas suatu karya) 
dan privacy right (hak penggunaan foto dan film). 36 Perkembangan praktis Hak 
Cipta tersebut telah ditunjang oleh para hakim yang umumnya menaruh simpati 
terhadap prinsip perlindungan suatu karya cipta, keterampilan, dan usaha 
perorangan.37  
Hak Cipta itu sendiri adalah suatu hak eksklusif bagi pencipta atau 
pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, 
yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 38  Hal 
mendasar dari Hak Cipta sebagai konsep kepemilikan, yaitu memungkinkan 
adanya perlindungan bagi hasil karya seseorang. Dimana karya-karya tersebut 
merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik.  Oleh 
karena itu, Hak Cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya 
menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah 
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terjadinya penyalinan atau perbanyakan tanpa izin, tetapi juga memberikan 
jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh manfaat dari hasil karya 
intelektualnya tersebut. Hal ini merupakan sebuah insentif untuk 
mempublikasikan karyanya. Hak Cipta juga bekerja sebagai sebuah kompensasi 
atas risiko keuangan dari penerimaan pemilik Hak Cipta dengan jalan 
mempublikasikan hasil karyanya. Tanpa adanya perlindungan Hak Cipta, seorang 
pencipta mungkin saja akan menolak untuk mempublikasikan hasil karyanya, 
yang pada akhirnya publik juga tidak dapat menikmati kar ya tersebut.  
Berdasarkan teori Hak Cipta dalam perkembangannya, perlindungan atas 
Hak Cipta ada beberapa jenis yaitu:39 i) Doktrin publisitas, ii) Making available 
right dan merchandising right, iii) Doktrin penggunaan yang pantas, iv) Doktrin 
kerja atas dasar sewa, v) Perlindungan (hak) karakter, vi) Pengetahuan 
tradisional dalam lingkup Hak Cipta, vii) Cakupan-cakupan baru dalam Hak Cipta, 
viii) Software free, copy left dan open source. Sedangkan bentuk-bentuk 
perlindungan hukum terkait hak cipta dalam UUHC Tahun 2014 meliputi: 1) 
Melalui Pencatatan Dalam Hak cipta, dikarenakan adanya prinsip deklaratif 
sehingga kepemilikan Hak Cipta ada ketika ciptaan pertama kali diumumkan,40 2) 
Melalui Perjanjian, dimana perlindungan hukum melalui perjanjian ini telah di atur 
dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC Tahun 2014, yaitu hak cipta atas ciptaan dapat 
beralih atau dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, 
wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab - sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 3) Melalui Lisensi, menurut Pasal 1 
angka 20 UUHC Tahun 2014 lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh 
pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk 
melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan 
syarat tertentu. Lisensi adalah suatu izin keistimewaan untuk melakukan 
beberapa tindakan khusus biasanya dapat ditarik kembali atas kemauan pemberi 
lisensi dan bukan merupakan pengalihan hak,41 4) Melalui alternatif penyelesaian 
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sengketa berupa mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, 5) Arbitrase, yakni cara 
penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian 
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, 6) Melalui 
Litigasi, para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi 
atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke Pengadilan Niaga. Proses 
pengajuan gugatan perdata bisa dilakukan, namun proses perdata tidak 
menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.  
Secara lebih rinci, melalui Pencatatan dalam hak cipta, seorang pencipta 
yang telah menghasilkan suatu ciptaan dalam bentuk nyata maka secara 
otomatis akan mendapatkan perlindungan hak cipta berupa hak eksklusif 
berdasarkan prinsip deklaratif, sehingga tidak ada orang lain yang dapat 
memanfaatkan ciptaannya. Hak Cipta di Indonesia dikenal prinsip deklaratif. 
Prinsip deklaratif berkaitan dengan ide atau gagasan yang diwujudkan ke dalam 
bentuk nyata oleh pencipta dan kemudian timbul kepemilikan hak cipta atas 
perwujudan ide tersebut. Kepemilikan Hak Cipta ada ketika ciptaan pertama kali 
diumumkan.42 Perlindungan hukum melalui perjanjian telah diatur dalam Pasal 16 
ayat (2) UUHC Tahun 2014, yaitu hak cipta atas ciptaan dapat beralih atau 
dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, 
perjanjian tertulis, atau sebab - sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga pada saat peralihan hak 
cipta atas ciptaan melalui perjanjian tertulis dapat diketahui hal -hal apa saja 
yang disepakati antara pencipta dengan pihak yang menerima hak cipta.  
Melalui Lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UUHC Tahun 2014, izin tertulis 
diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain 
untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait 
dengan syarat tertentu. Pada umumnya, lisensi diberikan berdasarkan perjanjian 
tertulis, jangka waktu lisensi ditentukan, dan biasanya diikuti dengan pemberian 
royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Perjanjian lisensi biasanya 
disertai kewajiban bagi penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada 
pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Lisensi 
berbeda dengan pengalihan hak. Lisensi adalah suatu izin keistimewaan untuk 
melakukan beberapa tindakan khusus biasanya dapat ditarik kembali atas 
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kemauan pemberi lisensi dan bukan merupakan pengalihan hak.43  Pencipta 
selaku pemilik hak cipta berposisi sebagai licensor (pemberi lisensi) tidak 
kehilangan kontrol terhadap ciptaan yang dilisensikannya dan pihak licensee 
(penerima lisensi) tidak memiliki hak yang mutlak selain dari diizinkan oleh pihak 
licensor.  
Adapun melalui alternatif penyelesaian sengketa Hak Cipta, pada prosesnya 
melibatkan pihak ketiga atau mediator sebagai fasilitator untuk mempertemukan 
para pihak yang bersengketa, menemukan titik-titik persamaan dari argumentasi 
para pihak dan berupaya untuk mengurangi perbedaan pendapat yang timbul 
, sehingga mengarahkan kepada suatu keputusan. Pada 
pelaksanaan penyelesaian sengketa Hak Cipta khususnya dalam ranah bisnis 
penyelesaian melalui luar pengadilan lebih dipilih daripada penyelesaian melalui 
pengadilan, salah satu upaya diluar pengadilan yang dapat ditempuh adalah 
melalui Arbitrase. Menurut Pasal 1 Nomor 1 UU No.30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara 
penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian 
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 
Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa penyelesaian melalui arbitrase 
haruslah didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, baik 
berupa klausula yang tertera dalam perjanjian pokok maupun dituangkan dalam 
perjanjian tersendiri yang dibuat setelah timbulnya sengketa. Sedangkan, melalui 
upaya Litigasi, Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang mengadili dan 
memutuskan perkara hak cipta adalah Pengadilan Niaga sesuai amanat Pasal 95 
ayat (2) UUHC Tahun 2014. Para pihak yang merasa dirugikan dapat 
mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke 
Pengadilan Niaga. Proses pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan 
bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk 
melakukan tuntutan pidana. 44 
Amerika Serikat sebagai salah satu negara tertua yang membentuk hukum 
hak cipta mendasarkan perlindungan hak cipta pada konstitusinya. Tujuan utama 
                                                          
43 Rahmi Jened, Hukum H ak Cipta ( ) , Surat Pencatatan Ciptaan (Ditjen 
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM), Jakarta, 2014, hlm. 181. Mengutip dari 
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dari hak cipta adalah untuk memberi penghargaan kepada penulis melalui 
ketentuan hak-hak kepemilikan agar semakin termotivasi untuk menciptakan 
karya-karya baru dan membuat karya-karya itu tersedia untuk umum untuk 
dinikmati. Teorinya adalah bahwa dengan memberikan hak eksklusif tertentu 
kepada pencipta yang memungkinkan pencipta ini untuk melindungi karya kreatif 
mereka dari pencurian. Filosofi hak cipta di Amerika Serikat didasarkan pada 
tujuan pemberian hak cipta yaitu dalam rangka produksi ciptaan yang kreatif 
untuk kepentingan dan keuntungan publik dalam fungsi hak cipta sendiri 
terdapat beberapa penjelasan seperti:  
a. Ekonomi dan Kepentingan Umum 
Kisah utama tentang hak cipta dalam undang-undang AS berfokus pada 
insentif ekonomi dan kemajuan sosial. Konstitusi A.S. memberi Kongres 
kemampuan "... untuk mempromosikan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Seni 
yang bermanfaat, dengan memperoleh Waktu terbatas untuk Penulis dan 
Penemu Hak eksklusif untuk masing-masing Tulisan dan Penemuan mereka." 
Semua undang-undang hak cipta A.S. (dan hukum paten) tumbuh dari satu frasa 
singkat ini dalam Konstitusi.  
b. Hak Eksklusif  
Jika seseorang membuat objek fisik, ia dapat menggunakan sarana fisik 
untuk mengontrol siapa yang akan menggunakannya. Tetapi karya kreatif dan 
ekspresif sedikit lebih sulit untuk dikendalikan: jika seseorang menulis buku dan 
ingin mengontrol siapa yang akan membacanya, begitu ia mengeluarkan salinan 
dari tangannya, ia telah kehilangan banyak kendali. Orang yang ia percayai 
menerima salinannya untuk dapat membagikannya kepada orang lain, membuat 
salinan baru, atau bahkan menghafal potongan-potongan itu dan membacanya di 
depan umum. Hak cipta menangani masalah-masalah ini dengan menyediakan 
undang-undang untuk mengontrol kepemilikan dan distribusi karya kreatif dan 
ekspresif. Tujuan dari hak cipta adalah menciptakan mekanisme untuk 
mengontrol kepemilikan dan distribusi karya ekspresif.  
c. Diamankan untuk Penulis  
Jika hak cipta tidak ada, semua orang akan dapat membuat salinan dari 
setiap karya kreatif baru tanpa izin pembuatnya. Tetapi karena itu terjadi, 
pencipta harus memutuskan apakah karya kreatif mereka didistribusikan atau 




salinan karya itu, penciptanya dapat membuat orang membayar untuk memiliki 
salinan itu. Tujuan hak cipta adalah menciptakan mekanisme bagi pembuat 
konten untuk mengontrol kepemilikan karya ekspresif, sehingga mereka dapat 
menerima pembayaran untuk karya mereka.  
d. Mempromosikan Kemajuan  
Sebagian besar pencipta, menurut cerita ini, menciptakan karya-karya mereka 
karena mereka tahu mereka dapat dibayar untuk salinan yang diinginkan orang. 
Karena hak cipta memungkinkan pembuat konten dibayar, lebih banyak pembuat 
konten membuat lebih banyak karya. Dengan demikian akan  lebih banyak karya 
kreatif dan ekspresif baik untuk masyarakat, yang dapat  membantu 
mengembangkan seni, sains, pengetahuan, dan budaya. Tujuan hak cipta adalah 
menciptakan mekanisme yang membantu para pembuat konten mengontrol dan 
menerima pembayaran untuk karya-karya mereka, karena itu akan menghasilkan 
penciptaan banyak karya yang lebih ekspresif, yang menguntungkan semua 
masyarakat.  
e. Hak Moral untuk Pencipta  
Banyak negara memiliki sistem hak cipta berdasarkan justifikasi "hak 
moral", alih-alih teori insentif yang populer di A merika Serikat dan negara hukum 
umum lainnya. Hak moral dianggap muncul secara alami dari hubungan 
mendalam yang dimiliki para pencipta dengan karya-karya mereka. Karena 
hubungan itu, cerita ini melanjutkan, hukum harus mengakui hak -hak pencipta di 
sekitar atribusi dan reputasi. Dalam hak cipta berdasarkan teori hak moral, 
pencipta memiliki beberapa hak ekonomi (seperti hak untuk membuat salinan), 
tetapi mereka juga memiliki hak paralel untuk atribusi dan untuk mencegah 
penggunaan karya mereka yang tidak mereka setujui. Di banyak negara, hak 
moral tidak dapat dijual a tau diberikan, dan tetap bersama pencipta tidak peduli 
siapa yang mengendalikan hak ekonomi. 
Sedangkan untuk sifat hak cipta amerika sendiri dalam penggunaan wajar 
adalah sifat pekerjaan yang sedang disalin. Misalnya, kesopanan akan 
dipertimbangkan apakah karya yang disalin bersifat informatif atau menghibur. 
Dilihat dari karya faktual, seperti biografi, bukan karya fiksi, seperti karya roman, 
seperti novel roman atau film horor. Seperti yang dinyatakan U.S. Supreme Court  
di Sony Corp of America v. Universal City Studios, Inc., "menyalin siaran berita 




menyalin film." Mengapa? Karena menyalin dari karya informasi seperti jurnal 
ilmiah, ilmiah, atau berita mendorong penyebaran ide dan  dorongan secara 
bebas. 
 
B. Tinjau an Umum tentang Doktrin Fair Use  
1.  Konsep Doktrin Fair Use  
Fair Use adalah pembatasan yang beralasan mengenai penggunaan karya 
cipta tanpa ijin pencipta, seperti : mengutip dari buku dalam Review buku atau 
menggunakan bagian dari buku tersebut untuk kepentingan parody. Fair Use 
juga didefinisikan sebagai prinsip hak cipta berdasarkan kepercayaan bahwa 
publik berhak menggunakan secara bebas porsi materi karya cipta untuk tujuan 
komentar dan kritik. Berdasarkan definisi tersebut, Fair Use adalah doktrin atau 
prinsip yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan kreasi hak cipta 
tertentu untuk kepentingan atau tujuan yang spesifik. Sebagai contoh, membuat 
konteks dengan menggunakan bagian dari buku tanpa mencari otorisasi dari 
pemegang hak cipta . Jika pemegang hak cipta keberatan atas hal tersebut maka 
kemudian pemegang hak cipta yang bersangkutan dapat menggugat pemakai 
karya cipta tanpa ijin tersebut sebagai pelanggaran hak cipta dan pengguna 
dapat menggunakan pembelaan affirmative akan hal tersebut sebagai sebuah 
Fair Use. 
Terdapat dua cabang besar pembatasan atau pengesampingan hak cipta 
yang menjadi acuan tiap negara dalam membuat kebijakan yakni Doktrin Fair 
Dealing dan Doktrin Fair Use. Doktrin Fair Dealing sangat umum digunakan di 
Inggris (U.K.), Kanada, dan negara-negara lainnya yang berjurisdiksi 
commonwealth maupun civil law. Sebaliknya doktrin Fair Use digunakan oleh 
Amerika Serikat, doktrin fair dealing di Inggris (U.K.) menitikberatkan kepada hak 
moral. Pada mulanya doktrin fair dealing sendiri pertama kali digunakan oleh 
negara Perancis dan Jerman sebelum doktrin ini dimasukkan pada Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works tahun 1928 .  Hak 
moral termasuk didalamnya terdapat hak atribusi, hak p ublikasi baik secara 
anonymously atau pseudonymously serta hak akan kesatuan dari karya cipta. 
Tujuan dari hak moral adalah melindungi personality atau reputasi pencipta dan 
pemegang hak cipta dari karya cipta. Sedangkan doktrin Fair Use di Amerika 




ekonomi mereka tetapi juga memberikan kesempatan pengamanan untuk 
kepentingan umum yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada pengguna atau 
pemakai karya cipta yang bersangkutan.  Hak ekonomi adalah hak yang 
memberikan atau menyediakan uang atau imbalan materiil kepada pencipta atau 
pemegang hak cipta dikarenakan adanya penggunaan karya cipta mereka oleh 
publik atau masyarakat umum.  
Di Amerika Serikat, penggunaan materi muatan hak cipta diperbolehkan 
tanpa adanya ijin dari pencipta dalam keadaan sosial tertentu. Hak ekonomi 
dapat mengganggu kegiatan penyebaran dan peningkatan di bidang pendidikan, 
penelitian begitu juga kegiatan  pertumbuhan ekonomi dan budaya di 
masyarakat.  Berdasarkan penjelasan ini, para ahli hukum Amerika Serikat 
menyatakan bahwa pada awalnya Undang-Undang hak cipta Fair Use merupakan 
salah satu wujud dari sumber hukum internasional yakni prinsip  prinsip hukum 
umum yang diakui oleh Negara  Negara atau bangsa yang beradab. 
Penggunaan wajar atau Fair Use merupakan sebuah doktrin hukum Amerika 
Serikat yang dapat ditemukan di dalam hak cipta, Fair Use memberikan pengaruh 
dalam pengaturan kelembagaan dan politik, infrastruktur, yang menunjuk pada 
"the presence and operations of standards and classifications, which lean heavily 
 yang artinya kehadiran dan standar operasi dan 
klasifikasi, yang sangat membebani semua praktik penulisan. 
Penggunaan wajar atau Fair Use berasal dari hak monopoli terbatas untuk 
penggunaan eksklusif yang ditawarkan oleh perlindungan hak cipta Amerika 
Serikat. Hak cipta melindungi karya tetap asli dengan memberikan hak eksklusif 
kepada pemegang hak cipta untuk mereproduksi, melakukan atau menampilkan, 
mendistribusikan, dan membuat karya turunan. Sedangkan penggunaan wajar 
dianggap klausul pelarian atau pembelaan dari perlindungan penggunaan 
eksklusif hak cipta. Dengan demikian, prinsip ini mencoba untuk 
menyeimbangkan kepentingan pemegang hak cipta itu sendiri terhadap 
keuntungan sosial dan budaya yang dapat di hasilkan dari pencipta dan 
penyebarluasan karya cipta tersebut. Pada mulanya Amerika Serikat membentuk 
kebijakannya berdasar pada hak ekonomi tetapi setelah Amerika Serikat 
dilakukan ratifikasi terhadap  Konvensi Berne dan mengamandemen Undang-
undang Hak Ciptanya pada tahun 1976, Undang-undang hak cipta Amerika 




Penggunaan yang wajar atau Fair Use telah diakui oleh dunia internasional, 
khususnya pada penggunaan konten yang dilindungi hak cipta. Ketentuan 
tentang kepentingan yang wajar atau Fair Use merupakan asas Anglo Saxon 
yang di adopsi dalam sistem hukum Indonesia (sebagai warisan sistem hukum di 
Eropa Kontinental). Alasan mengapa Undang-undang hak cipta Amerika Serikat 
dapat menjadi contoh bagi Negara lain termasuk oleh Indonesia adalah 
komitmen Amerika Serikat yang tinggi dalam berupaya melindungi hak cipta dan 
mencegah pelanggaran terhadap hak cipta masyarakatnya.  Terlepas dari 
perbedaan sistem hukum, kepentingan yang wajar dalam pengecualian hak cipta 
masih tetap terdapat kekaburan mengenai parameter pengecualiannya. Jika 
melihat ketentuan dalam 17 United State Copyright Act (U.S.C) Chapter 1 Section 
107 Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat parameter yang menjadi 
pengecualiannya sudah sangat jelas, yaitu : (1) tidak diperuntukan untuk sarana 
komersial, (2) tidak mengubah sifat dari hak cipta itu sendiri,  (3) jumlah yang 
digunakan, dan (4) tidak mempengaruhi pasar dari hak cipta itu sendiri.   
 
2.  Penerapan Fair Use pada Platform Digita l 
Pada internet setiap orang dapat menampilkan kreatifitasnya tetapi 
terdapat kebebasan oleh pihak lain pula untuk menggunakan kreasi tersebut. 
Kebebasan ini umum disebut sebagai public freedom access atau kebebasan 
akses publik. Perdebatan pertama mengenai perlindungan hak cipta dan 
kebebasan akses publik dimulai secara online pada beberapa blog dan website.45 
Penggunaan wajar alias Fair Use diakui oleh dunia internasional, khususnya 
penggunaan konten yang dilindungi hak ciptanya, dalam arus informasi 
elektronik. Situs seperti You Tube, Google, facebook, Wikipedia, dll menjadikan 
penggunaan wajar sebagai pondasi organisasi mereka. Sebagai contoh, YouTube 
sebagai platfor digital yang banyak menampung karya audiovisual berupaya 
meminimalisir terjadinya pelanggaran ataupun salah dalam mendakwa karya 
seseorang dengan menerapkan doktrin penggunaan yang wajar. Hak cipta 
menjadi isu yang penting pada platform YouTube karena video yang diunggah di 
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dalam kanal YouTube.com dapat memberikan keuntungan finansial dengan 
menyematkan iklan atau disebut monetisasi. 
Menurut penjelasan yang tertulis di laman YouTube.com bahwasanya 
penggunaan wajar harusnya didasari pada kepentingan sewajarnya yang  
diartikan apabila seseorang pembuat konten menghasilkan suatu karya baru 
dengan menggunakan sebagian karya milik orang lain dengan mencantumkan 
pemilik asli dari video dan membuat makna yang berbeda dari hasil video yang 
dibuat. YouTube juga memperbolehkan seseorang menggunakan video ciptaan 
orang lain selama tidak untuk tujuan komersil dan menyertakan tautan asli dari 
pencipta video yang digunakan dalam videonya. Namun bagaimana kepentingan 
yang wajar ini ditegakkan akan mengikuti negara domisili YouTube dan pembuat 
konten ini tinggal, jadi akan mengikuti atura n yang ada di Indonesia, yang 
tertulis dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 
Hak Cipta. YouTube dapat mengetahui apabila video seseorang menggunakan 
karya yang merugikan pencipta aslinya adalah dengan teknologi bernilai miliaran 
dollar milik YouTube yang bernama klaim Content ID. Klaim ini dikeluarkan oleh 
perusahaan yang memiliki hak atas musik, film, acara TV, video game, atau 
materi lainnya yang dilindungi hak cipta.  
 
C. Tinja uan Umum te ntang Karya Audiovisual  Sebagai Wujud 
Kekayaan Intelektual  
1. Pengaturan Hak Cipta atas Karya Audiovisual 
Audio berasal dari kata audible yang artinya dapat didengar oleh manusia. 
Segala hal yang berhubungan dengan suara atau bunyi. Visual berasal dari kata 
visible yang artinya dapat dilihat. Hal -hal yang berkaitan dengan penglihatan, 
diterima melalui indera penglihatan, dihasilkan atau terjadi sebagai gambar 
dalam ingatan. Audiovisual memilki kelebihan yaitu memperjelas penyajian pesan 
agar tidak terlalu bersifat (verbalistis) dalam bentuk kata -kata, ter tulis atau lisan. 
Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti subjek 
yang terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film. Media audio visual 
menyumbang banyak karya pada industri kreatif. Kemudian audiovisual juga 




sendiri seperti slide yang dikombinasikan dengan kaset audio46 dengan demikian 
akan tercipta karya yang mencakup unsur suara dan unsur gambar yang bisa 
dilihat, misalnya rekaman video, slide, suara47. Pertumbuhan industri kreatif di 
era globalisasi menghantarkan kemajuan media digital yang semakin 
berkembang pesat dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan termasuk 
melalui media audiovisual. Pada suatu karya audiovisual termuat unsur suara dan 
unsur gambar di dalamnya. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih 
baik dalam menyalurkan informasi dan ekspresi karena meliputi dua pola 
penyampaian sekaligus yaitu secara auditif (mendengar) serta visualisasi 
(melihat). Media audiovisual dapat diklasifikasikan menjadi delapan kelas48 yaitu:  
a) Media audiovisual gerak, berupa televisi, video tape, film dan media audio 
pada umumnya seperti kaset program, piringan, dan sebagainya; 
b) Media audiovisual diam, berupa filmastip bersuara, slide bersuara, komik 
dengan suara;  
c) Media audio semi gerak, berupa  telewriter, mose, dan media board;  
d) Media visual gerak, berupa film bisu;  
e) Media visual diam, berupa mikrofon, gambar, dan grafis, peta globe, 
bagan, dan sebagainya; 
f)  Media seni gerak; 
g) Media audio berupa radio, telepon, tape, disk dan sebagainya;  
h) Media audiovisual pada televisi. 
Pada hakikatnya suatu karya audio visual tidak luput dari doktrin fiksasi. 
Fiksasi berasal dari istilah bahasa Inggris Fixation. Kata yang terdapat 
pada Berne Convention ini yang kemudian popular di kalangan praktisi hukum 
hak kekayaan intelektual. 
Article 2 
requirement of fixation; 3. Derivative works; 4. Official texts; 5. 
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Collections; 6. Obligation to protect; beneficiaries of protection; 7. 
Works of applied art and industrial designs; 8. News] 
Pasal 2 butir (2) Possible requirement of fixation dari The Berne Convention for 
the Protection of Literary and Artistic Works menyatakan: 
countries of the Union to 
prescribe that works in general or any specified categories of works 
shall not be protected unless they have been fixed in some material 
 
Menilik istilah Fiksasi yang terdapat pada Berne Convention, dapat dipahami 
bahwa arti dari Fiksasi adalah tindakan perwujudan dari sebuah ide menjadi 
bentuk yang nyata (tangible form). Ini berarti bahwa negara -negara 
penandatanganan Berne Convention menyepakati bahwa penerapan doktrin 
fiksasi atas hukum hak cipta dikembalikan kepada hukum nasional masing-
masing negara. Sebagai contoh seseorang memiliki ide untuk membuat sebuah 
film pendek. Ia membicarakan idenya dengan seseorang yang dianggapnya 
dapat mewujudkan ide tersebut. Perwujudan ide film menjadi film pendek dalam 
bentuk nyata dan bisa dinikmati penonton tersebut yang dimaksud sebagai 
fiksasi. Jika ia sebagai pemilik ide tidak turut serta dalam pembuatan film pendek 
tersebut, maka ketika orang yang diajaknya bicara mewujudkan ide tersebut 
menjadi sebuah film pendek, ia tak dapat meng klaim hak cipta dari film pendek 
tersebut. Hak cipta film pendek tersebut adalah milik pihak yang mewujudkannya 
menjadi nyata. Agar ide dilindungi hak cipta maka ia harus diwujudkan terlebih 
dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari do ktrin 
Fixation.49 
Copyrights Law of United States 50  memberikan definisi mengenai 
audiovisual works dimana definisi tersebut dicantumkan dalam Chapter 1 Section 
101, yaitu :  
images which are intrinsically intended to be shown by the use of 
machines or devices such as projectors, viewers, or electronic 
equipment, together with accompanying sounds, if any, regardless of 
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the nature of the material objects, such as films or tapes, in which 
the works  
Karya audiovisual adalah karya yang terdiri 
dari rangkaian gambar tertentu yang secara intrinsik dimaksudkan untuk 
ditampilkan dengan menggunakan mesin atau perangkat seperti proyektor, 
pemirsa, atau peralatan elektronik, dengan diiringi suara yang menyertainya, jika 
ada, terlepas dari sifat benda material, seperti film atau kaset, tempat karya 
tersebut diwujudkan. 
Berdasarkan beberapa sumber yang diamati penulis maka dapat disimpulkan 
bahwa pengertian Audio Visual Works atau Karya Audio Visual secara umum 
merupakan sekumpulan elemen visual berupa gambar yang saling berkaitan dan 
dapat ditampilkan pada beberapa perangkat seperti proyektor dengan disertai 
suara. Salah satu jenis dari karya audiovisual yang sering dijumpai adalah Film, 
karena film terdiri dari  sekumpulan gambar yang ketika ditampilkan memberikan 
kesan gerak. Selain film karya audiovisual yang juga dijumpai dalam kehidupan 
sehari-hari dapat berupa tampilan slide, rekaman CCTV, video musik dan lain-lain. 
Pengaturan Hukum terkait Audio Visual Works atau Karya Audio Visual dapat 
dijumpai di berbagai peraturan dan konvensi, baik yang sifatnya nasional 
maupun internasional. Salah satunya adalah Treaty of the Internasional 
Registration of Audio Visual Works yang dibuat pada tahun 1989. Konvensi ini 
bertujuan untuk meni ngkatkan kepastian hukum dalam transaksi yang berkaitan 
dengan karya audio visual dan untuk meningkatkan penciptaan karya audio 
visual dan aliran internasional karya-karya tersebut dan kontribusi untuk 
memerangi pembajakan karya audio visual dan kontribusi yang terkandung di 
dalamnya. Sehingga setiap negara yang menjadi anggota dalam konvensi 
tersebut atau meratifikasi konvensi ini harus menjalankan pengaturan mengenai 
audio visual works ini.  
Di Indonesia pengaturan hukum mengenai audio visual works dan hak cipta 
audio visual works belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan. 
UUHC No. 28 Tahun 2014, Pasal 40 ayat (1) menjelaskan mengenai objek-objek 
yang dilindungi hak ciptanya, yaitu:  
a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan , dan semua hasil 
karya tulis lainnya;  




c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pend idikan dan ilmu 
pengetahuan; 
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;  
e. drama, drama musikal, tari, koreograf i, pewayangan, dan pantonim;  
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;  
g. karya seni terapan;  
h. karya arsitektur;  
i. peta;  
j.  karya seni batik atau seni motif lain;  
k. karya fotografi;  
l. Potret  
m.  Karya sinematografi;  
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 
aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;  
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi 
budaya tradisional;  
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 
dengan Program Komputer maupun media lainnya;  
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 
merupakan karya yang asli;  
r. permainan video; dan  
s. Program Komputer. 
Pada point m yaitu Karya Sinematografi memiliki pengertian yang terdapat pada 
bagian penjelasan UUHC No. 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa: 
berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film 
dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan 
skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam 
pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media 
lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, 





Karya sinematografi yang dijadikan objek pengalihwujudan cukup beragam 
jenisnya seperti video music dari penyanyi ternama, karya sinematografi berupa 
film, tayangan-tayangan televisi,  iklan-iklan komersil dan lain sebagainya. 
 
2.  Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film  
Flm adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang sebagai 
karya sinematografi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak 
Cipta. Sebagai salah satu karya berbentuk audiovisual, pelindungan hak cipta 
atas ciptaan berupa karya sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun 
sejak pertama kali dilakukan pengumuman. 51  Yang dimaksud dengan 
pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan 
menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan 
dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat 
orang lain.52 
Sebelum menelusuri pengaturan hak cipta atas karya film maka perlu 
terlebih dahulu untuk mengetahui siapakah pihak yang harus dilindungi haknya. 
Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu bahwa dalam dunia perfilman juga 
dikenal adanya istilah pencipta dengan pemegang hak cipta, keduanya memiliki 
perbedaan yang dapat diketahui mealui definisinya pada pasal-pasal berikut ini: 
Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta 
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat 
 
Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta 
Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, 
pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau 
pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima 
hak tersebut secara sah.  
Berdasarkan definisi tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
pemegang hak cipta mungkin adalah si pencipta, atau mungkin juga pihak yang 
menerima hak dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari 
pihak yang menerima hak tersebut secara sah.  
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Pengaturan mengenai pencipta secara lebih khusus telah diatur dalam Bab 
IV UUHC. Secara lebih lanjut Pasal 31 UUHC menjelaskan eksistensi Pencipta 
sebagai orang yang namanya: a) disebut dalam Ciptaan; b) dinyataka n sebagai 
Pencipta pada suatu Ciptaan; c) disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; 
dan/atau d) tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta. Pasal 33 
ayat (1) UUHC menyatakan bahwa dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa 
bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap 
sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian 
seluruh ciptaan. Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan 
serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang 
merancang, maka berdasarkan Pasal 34 UUHC, yang dianggap pencipta yaitu 
orang yang merancang ciptaan. Dalam penjelasan Pasal 36 UUHC terdapat 
pengecualian bahwa, kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta 
atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu 
pihak yang membuat ciptaan. Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau 
berdasarkan pesanan" adalah ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di 
lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.53 
Dalam industri perfilman, yang menjadi pemimpin sekaligus pengawas 
dalam penyelesaian seluruh ciptaan atau orang yang merancang ciptaan adalah 
produser. Dengan demikian, hak cipta atas suatu karya film ada pada produser. 
Sebuah film rentan terhadap g ugatan-gugatan hukum jika hak-hak para pencipta 
yang terkait di dalamnya tidak diselesaikan dengan baik pada proses pembuatan 
film tersebut.  Pada tabel berikut ini penulis mencoba mengklasifikasikan pihak-
pihak yang terlibat dalam pembuatan film serta hak-haknya yang dijamin oleh 
UUHC. 
Tabel 1.2  
Hak Pihak Produksi Film  
Pihak Terkait dalam Produksi  
Film  
Hak -Hak Individu yang 
Dilindungi  
Penulis Cerita  
Hak Cipta atas karya tulis 
(perlindungan Seumur hidup 
Pencipta ditambah 70 tahun) 
Penulis buku (apabila film merupakan 
adaptasi dari suatu buku) 
Sutradara Pencipta karya sinematografi 
                                                          




Aktor/aktris/pemeran/crew  Hak Terkait selaku pelaku 
pertunjukkan 
Soundtrack film Hak Cipta bagi Pencipta lagu dan 
Publisher, serta 
Hak Terkait bagi Musisi, 
Penyanyi dan Produser Rekaman 
Desain Grafis Hak Cipta atas karya seni 
gambar atau lukisan dalam 
berbagai bentuk 
Produser film Pemegang hak Cipta karya 
sinematografi 
Pameran film/iklan film/promosi film  
(berupa fotografi, banner, dan 
sebagainya) 
Hak Cipta atas karya fotografi, 
potret, data  base, permainan 
video, program komputer, dan 
perwajahan dalam bentuk karya 
tulis 
Sumber: Kreasi penulis, diolah, 2021 
Pihak-pihak yang terlibat dalam film tersebut mengikatkan diri dengan 
perjanjian kepada Sutradara/Produser film (Pencipta/Pemegang Hak Cipta). Hal 
ini dikarenakan terdapat puluhan hingga ratusan hak cipta pada suatu film. 
Berbagai pihak seperti sinematografer, aktor, sutradara, pemain musik, serta 
pihak lainnya telah menciptakan hak cipta individu. Oleh karena itu akan menjadi 
tantangan tersendiri untuk mendapatkan izin dari semua pihak setiap kali film itu 
dipertunjukkan, didistribusikan, atau dijual. Sehingga untuk memudahkan proses 
distribusi film, semua orang yang terlibat dalam produksi film harus 
menandatangani perjanjian yang menyerahkan/mengalihkan hak ciptanya pada 
produser. 
Agar lebih memperjelas posisi para pencipta dan ciptaan yang terdapat 
dalam suatu film, sangat penting untuk memahami prinsip -prinsip penting 
kepemilikan hak cipta. Di bawah ini adalah beberapa prinsip penting terkait 
kepemilikan hak cipta. 
1. Hak eksklusif , yaitu hak untuk memanfaatkan atau mengalihkan hak 
penggunaan hasil karyanya pada pihak lain; 
2. Tidak perlu  pen daftaran dan formalitas , berdasarkan prinsip deklaratif, 
hak cipta lahir secara otomatis setelah suatu ciptaan selesai diwujudkan 
dalam bentuk nyata. 
3. Kebebasan berkontrak , pencipta/pemegang hak cipta memiliki kebebasan 




4. Manfaat ekonomi , alasan adanya hukum hak cipta adalah melindungi 
manfaat ekonomi ciptaan untuk merangsang semangat para pencipta dalam 
berkreasi. 
5. Teritorial , hak cipta ditentukan oleh hukum nasional atau batas negara;  
6. Penegakkan hukum , pencipta/pemegang hak cipta dapat menempuh jalur 
hukum untuk menggugat atas penggunaan tanpa izin dari karya mereka. 
Berdasarkan beberapa prinsip kepemilikan tersebut, maka para pencipta film 
dapat melakukan berbagai pendekatan-pendekatan agar mereka tidak kehilangan 
film mereka sendiri sewaktu-waktu, diantaranya yaitu: 1) m emahami, mengenali, 
mendata, mengompensasi, dan mengamankan kekayaan intelektual yang ada 
pada film yang dibuat;  2) Membuat perjanjian yang tepat dengan semua pihak 
terkait kekayaan intelektual yang ada pada film.  Upaya pendekatan tersebut 
dapat dilakukan oleh produser terkait atau pembuat film dengan membuat Chain 
of Title 54 . Dokumen-dokumen mendasar yang ada pada Chain of Title yakni 
seperti Pre-existing works, Music Licenses and Clearances, Clip and Still 
Photography Licenses, Trademark Clearance, Name, Life Story and Likeness, 
Character Licenses, Talent Agreements, Notes of Public Domain and Fair Use. 
Pengaturan perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta atau pemegang Hak 
Cipta film di Indonesia yang berlaku saat ini, diantaranya:  
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemberian 
perlindungan bagi Pencipta dalam UU ini adalah mengatur tentang Hak 
Moral dan Hak Ekonomi seorang Pecipta atau Pemegang Hak Cipta, jangka 
waktu Perlindungan suatu Ciptaan, serta sanksi bagi pelanggar Hak Cipta. 
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. UU ITE mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan Hak Cipta 
yang ada dalam Sistem Informasi. Karya sinematografi yang diolah dan 
disebarkan melalui komputer atau perangkat sejenis disebut sebagai 
                                                          
54  Chain of Title adalah serangkaian dokumen atau perjanjian yang menunjukkan 
kepemilikan hak-hak dalam suatu film dan seluruh bagiannya.  Berdasarkan Cambridge Business 
English Dictionary , Chain of Title didefinsikan sebagai an official record which lists everyone 
who has owned a particular property, and when they became the owner  Chain of Title dibuat 
secara kronologis, jangan ada celah waktu yang terlewat dan meletakkan Certificate of 
Authorship ada pada urutan pertama untuk dibereskan. Berdasarkan buku karya WIPO, From 
Script to Screen, The Importance of Copyright In The Distribution of Films , hlm. 83, 
Certificate of Authorship didefinisikan sebagai A document that confirms the details of the authors 





Dokumen Elektronik. Pasal 25 undang-undan ini menjelaskan bahwa 
Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi 
karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya 
dilindungan sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
3. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak 
Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem 
Elektronik. Dalam peraturan ini memiliki fungsi terhadap UU Hak Cipta dan 
UU ITE. Peraturan bersama ini merupakan peraturan pelaksana yang dapat 
dilihat pada UU Hak Cipta pasal 56 ayat (2). Dalam peraturan ini diatur 
tentang tata cara pelaporan yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang 
merasa Hak Ciptanya dilanggar pada sistem informasi dalam hal ini internet 





BAB III  
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
A. Analisis Doktrin Fair Use  atas Penggunaan Klip Audio visual Dalam 
Video Review  Dan Reaction  Berdasarkan Prespektif Perlindungan 
Hak Cipta Di Indonesia dan Amerika Serikat  
 
1.  Konten Vide o Review  dan Video Reaction  sebagai  Wujud Kritik 
Audiovisual  
Video Review55  dan Video Reaction merupakan salah satu konten video 
karya pengguna platform digital yang marak beredar di Internet. Perkembangan 
teknologi pada jejaring dunia maya membuat pengguna internet dewasa ini 
semakin membebaskan diri untuk berkreasi dan menyalurkan ekspresinya dari 
yang semula merupakan konsumen pasif menjadi pencipta dan produsen 
informasi online secara tak terbatas. Pada realitanya tidak semua orang mampu 
dan percaya diri untuk membuat karya sendiri. Konten Buatan Pengguna dikenal 
dengan istilah User-created Contents (selanjutnya disebut sebagai UCC), atau 
lebih luas disebut secara internasional sebagai User-generated Contents (UGC), 
secara harfiah adalah konten yang dibuat oleh pengguna internet. Singkatnya, 
itu adalah konten yang dibuat secara keseluruhan atau dalam bagian 
menggunakan media atau platform digital yang kemudan disebarluaskan agar 
dapat diakses secara luas di internet.  Orang paling sering menggunakan istilah 
UCC sebagai konten berjenis multimedia seperti klip video. Namun, arti UCC yang 
paling luas dapat mencakup hampir semua karya yang dibuat oleh pengguna 
internet biasa, misalnya, utas balasan artikel koran internet. Jika dipahami dalam 
arti yang luas dan mendasar, maka sejatinya UCC mungkin udah ada sejak 
adanya internet.  
Dalam beberapa tahun terakhir, kebangkitan platform media sosial online 
dan peningkatan akses ke media sebagai sarana menyalurkan ekspresi kreatif, 
baik kamera smartphone, Photoshop, dan perangkat lunak pengeditan video 
                                                          
55 Definisi Review  menurut Collin English Dictionary adalah ulasan laporan di media di 
mana seseorang memberikan pendapatnya tentang sesuatu seperti buku atau film baru. Sinonim 
dari ulasan adalah kritik atau tafsiran. Lihat English Dictionary, (online), 




telah menyebabkan berkembangnya kritik audiovisual di Internet.  Kritik 
audiovisual secara online kini begitu merajalela sehingga banyak video yang 
didedikasikan untuk kritik film dan televisi yang telah diakses hingga jutaan 
penayangan.  Namun, selain teknologi baru telah mengurangi hambatan bagi 
pencipta karya kritik, teknologi ini juga mendorong evolusi kreatif kritik hingga 
menimbulkan kontestasi dalam penerapan perlindungan hak cipta berdasarkan 
Undang-Undang Hak Cipta. 
Di YouTube dan situs berbagi video lainnya, Video Review dan Video 
Reaction telah menjadi bentuk kritik audiovisual yang populer. Video Reaction 
atau video reaksi adalah video online yang sederhananya memuat, "rekaman 
orang yang bereaksi terhadap sesuatu".  Video reaksi biasanya menyertakan 
cuplikan rekaman reaksi dari penonton yang disela atau ditindih dengan rekaman 
video yang sudah ada sebelumnya yang sering kali dilindungi hak. Reaksi ini 
sering kali muncul secara tiba-tiba, meskipun sebenarnya tidak perlu, dan 
mungkin termasuk atau tid ak termasuk unsur grafis, visual, atau audio yang 
memberi penekanan dan konteks pada komentar penonton. Karena video reaksi 
menggunakan konvensi dan teknik filmis untuk menyempurnakan komentarnya, 
video reaksi terkadang mengkritik karya berhak cipta yang mendasarinya secara 
visual dan non-verbal.  
Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan 
untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu 
memperbaiki pekerjaan. 56  Secara etimologis istilah kritik berasal dari bahasa 
Yunani kritikos yang berarti dapat didiskusikan. Apabila ditelusuri lebih dalam 
istilah kritikos diambil dari kata krenein yang berarti memisahkan, mengamati, 
menimbang, dan membandingkan. Pada masa sekarang ini kritikus modern dapat 
mencakup kaum profesi atau amatir yang secara teratur memberikan pendapat 
atau menginterpretasikan seni pentas atau karya lain seperti karya seniman, 
ilmuwan, musisi atau aktor yang kemudian mengemukakan hasil pengamatan 
mereka. Sebagai aktivitas evaluasi kritik harus sampai pada kenyataan nilai baik 
dan buruk. Kritik adalah bentuk klasik penggunaan wajar serta pembelaan 
afirmatif terhadap pelanggaran hak cipta. Namun, analisis terdahulu untuk kritik 
penggunaan wajar sangat berfokus pada teks atau dialog sebuah karya, dengan 
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sedikit penekanan pada unsur non-tekstual sebuah karya. Karena video reaksi 
dan bentuk kritik audiovisual online lainnya seperti Video Review semakin 
populer, pengadilan yang menilai video ini sebagai karya kritik untuk tujuan 
penggunaan wajar telah berjuang untuk menerapkan kerangka penggunaan 
wajar tradisional untuk jenis kritik online ini.  
Meskipun UCC awalnya bertujuan sebagai pelengkap konten yang 
diproduksi oleh perusahaan internet, nilai-nilai independen dalam konten 
tersebut mulai diapresiasi dalam beberapa tahun terakhir. Ini diilustrasikan 
dengan baik dalam majalah TIME yang pada tahun 2006 memilih "You"  untuk 
merepresentasikan jutaan orang yang secara anonim berkontribusi dalam 
membuat konten oleh pengguna di Wikipedia, YouTube, MySpace, Facebook, 
GNU/Linux yang beroperasi sistem dan banyak situs web lain untuk menampilkan 
kontribusi pengguna.  Sejumlah UCC yang beredar di internet (online) dalam 
berbagai variasi kontennya memanfaatkan karya berhak cipta tanpa lisensi atau 
persetujuan penggunaan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal tersebut 
dapat memicu munculnya masalah pelanggaran hak cipta. Pada awal mula 
munculnya UCC ini para pemegang hak cipta tidak terganggu oleh penggunaan 
amatir atas karya orisinal mereka. Namun semenjak semakin maraknya 
pembuatan UCC serta banyaknya penggemar dari karya amatir tersebut mereka 
mulai menggunakan haknya yang seringkali melalui tindakan perdata hingga 
pidana terhadap pembuat UCC secara individu. 
Mengklasifikasikan berbagai jenis UCC bukanlah tugas yang mudah, karena 
UCC dapat mengambil berbagai macam bentuk dan karakteristik yang berbeda. 
Meskipun demikian, mengevaluasi cara di mana UCC dapat dikategorikan dapat 
memfasilitasi analisis hak cipta pelanggaran dan penggunaan wajar (Fair Use) 
terkait UCC. Terdapat tiga standar dalam klasifikasi jenis UCC.  UCC dapat 
berupa salah satu bentuk berikut: teks, audio, gambar, video, atau multimedia. 
Contoh teks UCC adalah tulisan asli yang diposting online, balasan pada artikel, 
tweet di Twitter, feed berita dinding  Facebook, dan lainnya. Audio UCC adalah 
rekaman dari pertunjukan musik amatir, nada dering ponsel yang disediakan oleh 
individu, dan sebagainya. Image UCCs dapat berupa gambar, foto, atau gambar 
asli, serta dimodifikasi versi gambar berhak cipta yang ada. Karya audio visual 
berupa Video atau multimedia UCC termasuk film flash,video buatan sendiri yang 




juga konten yang merupakan kombinasi mencakup audio, teks (caption, 
ringkasan, lirik lagu,informasi tentang pemegang hak cipta, komentar, dan 
sebagainya), dan gambar (brosur, poster,dan sebagainya) konten tersebut 
terkadang diberi label sebagai UPC (User-packaged Contents). 
UCC yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan produksiny dapat 
dikategorikan ke dalam Informational UCCs (I -UCCs), Entertainment UCCs (E-
UCCs), dan Business UCCs (B-UCCs) tergantung pada tujuan utamanya produksi 
UCC. Wikipedia, Naver Jisik-in,  dan Ohmynews , adalah beberapa dari situs 
paling terkenal tempat I -UCC dibuat dan dikumpulkan. E-UCC tampaknya untuk 
mengambil persentase UCC terbesar. Walaupun beberapa E-UCC mungkin karya 
orisinal pencipta, namun diketahui pula bahwa sebagian besar E-UCC diciptakan 
sebagai hasil kesenangan dari memutar, memodifikasi, dan mengembangkan 
karya yang sudah ada. Karena UCC merupakan ranah konten terbesar di internet, 
pengguna juga menjadi berusaha mencari cara untuk mendapatkan keuntungan 
dari UCC. Banyak UCC dibuat untuk mendukung produk atau layanan tertentu. 
Beberapa pengguna telah menemukan cara untuk membuatnya sendiri acara 
belanja rumah di internet. UCC yang berorientasi profit seperti itu dapat 
dianggap sebagai B-UCC. Namun, kenyataannya, banyak UCC memiliki lebih dari 
satu fitur berikut: mereka memberikan informasi, hibu ran, dan pada saat yang 
sama berafiliasi secara komersial, secara tidak langsung jika tidak secara 
langsung.  
Berdasarkan tingkat orisinalitas UCC dapat dikategorikan menjadi UGC 
(User-generated Contents), UMCs (Usermodified Contents), dan URCs (User-
reinated Contents) tergantung bagaimana keberadaannya materi berhak cipta 
dimasukkan ke dalam UCC. Pada pengkategorian ini UGC merupakan bagian 
yang lebih kecil dari UCC yang sebagian besar asli dalam format atau kontennya.  
Memposting tulisan, lukisan, atau gambar milik pribadi akan dianggap sebagai 
membuat UGC. Di sisi lain, UMC dan URC didasarkan pada hak cipta lainnya 
bekerja. Dari keduanya, UMC mengacu pada UCC yang telah dimodifikasi dari 
yang lain karya asli dengan memodifikasi atau menerapkan beberapa konten lain 
ke dalamnya. UMC sering berbagi tujuan atau maksud esensial dengan karya 
yang diadopsi, seperti membuat sebuah versi yang disorot dari siaran game 
olahraga serta kompilasi kumpulan screen shot dan potongan klip dari sebuah 




diciptakan untuk "tujuan yang berbeda" dari pekerjaan yang diadopsi. Ini 
mungkin mengadopsi format atau konten penting dari karya asli, tetapi seringkali 
dimodifikasi dengan cara yang bertujuan untuk menciptakan efek yang berbeda 
pada pemirsa UCC. 
Berdasarkan klasifikasi dari ketiga kategori tersebut maka dapat ditarik 
pemahaman mengenai jenis, tujuan produksi dan tingkat orisinalitas dari Video 
Review dan Video Reaction sebagai salah satu wujud dari UCC untuk 
mempertajam analisis terkait adanya indikasi pelanggaran hak cipta. Jenis dari 
konten Review dan Video Reaction yang dimaksud oleh penulis berbentuk Video. 
Pada Video dengan konten Review dan Reaction memuat materi berhak cipta 
didalamnya berupa gabungan dari klip atau gabungan dari potongan-potongan 
fiksasi audiovisual berupa karya sinematografi baik film maupun musik video. 
Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 1 angka 13 mendefinisikan istilah Fiksasi 
sebagai perwujudan  hasil karya cipta menjadi bentuk nyata termasuk di 
dalamnya perekaman suara atau gambar atau keduanya yang dapat didengar, 
dilihat,digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Pasal 1 
angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang 
kemudian disebut UU Hak Cipta) mendefinisikan setiap hasil karya cipta di bidang 
ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, 
pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan 
dalam bentuk nyata. Istilah fiksasi merupakan salah satu bentuk 
pengejewantahan dari upaya untuk mengekspresikan pikiran pencipta dalam 
bentuk nyata sehingga dapat melahirkan suatu ciptaan. Adapun berdasarkan 
tingkat orisinalitasnya, Video Review dan Video Reaction termasuk dalam UMC 
karena merupakan bentuk dari modifikasi dari karya yang sudah ada sebelumnya. 
 
2.  Esensi Video Review  dan Video Reaction  dalam Undang -Undang 
Hak Cipta Indonesia dan Amerika  
Video Review memuat ulasan dimana seseorang memberikan pendapatnya 
tentang sesuatu seperti buku atau fi lm baru, sedangkan Video Reaction sendiri 
merupakan gabungan antara review dan ekspresi secara langsung dari pemilik 
konten dengan menggabungkan karya asli atau original yang biasanya akan 
disunting kembali seolah-olah didalam Video Reaction. Tujuan utama dari sebuah 




tersebut layak untuk dinikmati serta dapat juga digunakan untuk sarana 
komersial. Secara gramatikal, makna kata ulasan dan tafsiran memiliki kesamaan, 
ulasan merupakan tulisan yang isinya menimbang atau menilai sebuah karya 
yang dikarang atau dicipta orang lain, sedangkan tafsiran menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia57 merupakan penjelasan atau pendapat (tentang suatu kata, 
kalimat, cerita, dan sebagainya), interpretasi, hasil  menafsirkan. Selain itu dapat 
ditemukan juga definisi interpretasi 58  yakni sebuah kesan, pendapat atau 
pandangan teoretis terhadap sesuatu hal. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa baik ulasan maupun tafsiran memiliki arti atau makna yang sama.  
Untuk mengetahui apakah suatu karya bermuatan ulasan dapat dilindungi 
oleh hak cipta dan memperoleh pembenaran atas perlindungan Fair Use, maka 
perlu untuk diketahui lebih lanjut kelayakan karya tersebut sebagai ciptaan. 
Apabila merujuk pada UUHC di Indonesia Pasal 40 ayat (1) huruf n dan ayat (2) 
UUHC dinyatakan bahwa:  
Pasal 40 ayat (1) huruf n  
ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: terjemahan, tafsir, 
saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi 
dan kary  
Pasal 40 ayat (2)  
Ciptaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi 
sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak cipta atas 
Ciptaan Asli.  
Pada ayat (1) huruf n  dengan jelas secara eksplisit memuat karya seni berupa 
tafsir sebagai ciptaan yang dilindungi, dalam hal ini tafsir memiliki kata turunan 
yakni tafsiran. Adapun pada Pasal 40 ayat (2) menekankan bahwa ciptaan 
sebagaimana yang diakui dalam ayat (1) huruf n dilindu ngi sebagai ciptaan 
tersendiri atau ciptaan baru, sehingga apabila tafsir atau tafsiran dimaknai  sesuai 
dengan tata bahasa yang berarti ulasan, maka keduanya dilindungi oleh UUHC. 
Pada dasarnya baik ciptaan tersendiri atau ciptaan baru tetaplah tidak boleh 
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mengurangi hak cipta atas ciptaan asli atau karya orisinal. Yang dimaksudkan 
dengan tidak boleh mengurangi hak cipta atas ciptaan asli adalah tidak 
mengurangi hak eksklusif dari pencipta yang menyangkut hak ekonomi dan hak 
moral. 
Pada hukum hak cipta di Amerika Serikat belum ditemukan peraturan yang 
mengatur secara langsung terkait video review dan video reaction. Akan tetapi 
karena keduanya telah penulis kualifikasikan sebagai kritik audiovisual, maka 
pengaturan pada Section 107 Copyright Act 1976 dapat diberlakukan.  Pada 
bagian 107 tentang Fair Use menjelaskan bahwa menyalin dengan tujuan kritikan, 
komentar, laporan berita, kegiatan belajar mengajar (termasuk penggunaan 
salinan materi untuk keperluan kelas), beasiswa, atau penelitian bukanlah suatu 
pelanggaran hak cipta, sehingga apabila dikaitkan dengan konteks video reaction 
berupa review, maka keduanya bukanlah sebuah pelanggaran hak cipta karena 
sudah cukup jelas disebutkan bahwa kritik bukanlah sebuah pelanggaran. 
Walaupun telah diatur secara khusus, untuk mengetahui apakah video review 
dan video reaction tersebut merupakan pelanggaran atau penggunaan yang 
wajar, maka harus diupayakan melalui pengadilan. Salah satu karakteristik litigasi 
konstitusional di Amerika adalah terdapat kecenderungan lembaga yudikatif 
untuk mengembangkan dan mengubah aturan dalam konstitusi untuk 
disesuaikan dengan permasalahan di masyarakat yang bersifat dinamis. 
Pengadilan tidak memutuskan bahwa semua video review dan reaksi merupakan 
penggunaan wajar. Hai ini menunjukkan bahwa walaupun ada suatu kasus yang 
menang dalam perlindungan Fair Use, bukan berarti jika ada kasus lain akan 
menang juga.59 Pada bagian 107 sudah menjelaskan bahwa kritik dan komentar 
termasuk kedalam perlindungan hak cipta. Selama hal itu tidak dilanggar maka 
konten kritis tersebut  dikategorikan sebagai Fair Use. Akan tetapi apabila hal 
tersebut dianggap sebagai penggunaan yang merugikan kemampuan pemegang 
hak cipta untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi atas ciptaanya 
(karya orisinal) maka terdapat kecenderungan untuk tidak dianggap sebagai 
kepentingan yang wajar.  
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3.  Pengaturan Doktrin Fair Use  dalam Undang -Undang Hak Cipta 
Indonesia  dan Amerika  Serikat  
Penyelenggaraan hukum beserta praktik doktrin Fair Use memiliki 
perbedaan secara khusus di berbagai negara dalam mengklasifikasikan 
perbuatan-perbuatan apa saja yang dimaksud sebagai penggunaan yang 
sewajarnya atau Fair Use. 60  Amerika Serikat berupaya mengelompokkan 
putusan-putusan pengadilan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja 
yang dapat disebut sebagai penggunaan yang wajar sebagai sumber hukum hak 
ciptanya. Pengelompokan melalui putusan tersebut sejalan dengan pengaturan 
hak ciptanya yang  dikembangkan dalam rezim common law system. Selain 
putusan pengadilan tersebut, Amerika Serikat juga membentuk perundang 
undangan yang mengatur mengenai Hak Cipta, yaitu Copyright Law yang  diatur 
oleh United States Copyright Act 1976. Doktrin Fair Use atau penggunaan yang 
wajar secara khusus diatur dalam Section 107 Copyright Act 1976. Adapun 
pengaturan  hak cipta Amerika Serikat saat ini terkandung dalam Bab 1 sampai 8 
dan 10 sampai 12 dari Title 17 of the United States Code (selanjutnya disebut 
U.S.C. Title 17 atau 17 U.S.C). Copyright Act 1976 memberikan kerangka dasar 
untuk undang-undang hak cipta saat ini, sebelumnya telah disahkan pada 
tanggal 19 Oktober 1976, sebagai Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541. Undang-
undang ini adalah revisi komprehensif dari undang-undang hak cipta yang 
terkandung dalam U.S.C. Title 17. Berdasarkan kronologisnya, urutan 
pemberlakuannya adalah Copyright Act 1976 dan selanjutnya diikuti 
pemberlakuan amandemennya yakni U.S.C. Title 17.61 
Legislasi penting lainnya diberlakukan sejak edisi cetak terakhir dari surat 
edaran tersebut pada bulan Desember 2016 mencakup Undang-Undang 
Penerapan Perjanjian Marrakesh dan Undang-Undang Modernisasi Musik Orrin G. 
Hatch  Bob Goodlatte, keduanya ditandatangani menjadi undang-undang pada 
bulan Oktober 2018; Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun 
Anggaran 2020, Undang-Undang Perlindungan dan Promosi Komunitas Televisi 
Satelit tahun 2019, dan Undang-Undang Koreksi Teknis Perpustakaan Kongres 
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tahun 2019, semuanya ditandatangani menjadi undang-undang pada bulan 
Desember 2019; dan Undang-Undang Bantuan, Bantuan, dan Keamanan 
Ekonomi Coronavirus, ditandatangani menjadi undang-undang pada Maret 
2020.62 
Doktrin Fair Use di Amerika Serikat tidak hanya berusaha melindungi 
pencipta sebagai bagian atas hak ekonomi mereka tetapi juga memberikan 
kesempatan pengamanan untuk kepentingan umum yang lebih luas, tidak 
terbatas hanya pada pengguna atau pemakai karya cipta yang bersangkutan. Di 
Amerika Serikat, penggunaan materi bahan hak cipta diperbolehkan tanpa 
adanya izin dari pencipta dalam keadaan sosial tertentu. Undang-Undang Hak 
Cipta Amerika Serikat menggabungkan hak cipta dengan hak ekonomi sekaligus. 
Hal ini merupakan komitmen Amerika Serikat untuk melindungi hak cipta dan 
mencegah pelanggaran terhadap hak cipta.63  Adapun dalam pengaturannya, 
objek perlindungan hak cipta difokuskan pada ciptaan.64   
U.S.C. Title 17  sebagai  hasil amandemen dari kodifikasi65 pengaturan hak 
cipta dalam Copyright Act 1976 dibentuk sesuai dengan karakteristik sistem 
hukum Amerika Serikat yaitu common law system dengan memberikan contoh 
kasus bagaimana pengadilan memutuskan apakah tindakan tergugat termasuk 
dalam kategori Fair Use atau pelanggaran hak cipta. Di dalamnya memuat 
contoh dasar bagaimana Fair Use diaplikasikan pada tergugat atas  tindakan 
penyalinan pada kasus Folsom v Marsh, 9 F.Cas 342 sampai dengan bentuk 
tindakan Fair Use paling moderen pada kasus Field v Google, 412 F Supp 2d 
1106. Pada pembukaan Section 107 Copyright Act 1976 telah dimuat bahwa :  
Fair Use menyalin 
berita, kegiatan belajar mengajar (termasuk penggunaan salinan 
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materi untuk keperluan kelas), beasiswa, atau penelitian bukanlah 
66  
Section ini menjelaskan bagaimana pengadilan menjelaskan dan menganalisa 
eksistensi Fair Use. Sejarah legislatif saat pembuatan undang-undang 17 U.S.C 
Section 107 secara jelas mengindikasikan, bahwa bagaimanapun pengadilan 
bebas untuk mengembangkan artian konsep Fair Use, secara prinsipal tidak 
semata-mata terikat dengan empat faktor yang ada pada undang -undang ini 
yang notabene diciptakan sebagai pedoman bagi pengadilan.67   
Empat faktor pada undang-undang ini yang digunakan sebagai pedoman 
adalah sebagai berikut:68  
1. Faktor Transformatif dalam Tujuan dan Karakter Penggunaan 
Dalam kasus tahun 1994, U.S. Supreme Court  menekankan faktor pertama 
ini sebagai indikator penting penggunaan wajar. Faktor ini memfokuskan pada 
pemeriksaan pengadilan pada tipe penggunaan bukan tipe pengguna.69 Sebagai 
tambahan, untuk mengevaluasi efek dari faktor p ada Fair Use dengan teknologi, 
pengadilan harus mengevaluasi karakter komersial dan keaslian perubahan 
bentuknya. 70  Faktor ini menitikberatkan persoalan mengenai apakah materi 
tersebut telah digunakan untuk membantu menciptakan sesuatu yang baru atau 
hanya disalin kata demi kata ke dalam karya lain. Saat mengambil bagian dari 
karya berhak cipta, yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah: 
a) Apakah materi yang diambil dari karya asli telah diubah dengan 
menambahkan ekspresi atau makna baru? 
b) Adakah nilai tambah pada karya aslinya dengan menciptakan informasi 
baru, estetika baru, wawasan baru, dan pemahaman? 
Sebagai perumpamaan, sebuah karya tidak menjadi parodi hanya karena 
pengarangnya mencontoh karakter yang ditemukan dalam sebuah karya terkenal. 
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Tujuan seperti beasiswa, penelitian, atau pendidikan juga dapat dikualifikasikan 
sebagai penggunaan transformatif karena karya tersebut menjadi subjek tinjauan 
atau komentar. Cukup sulit untuk m enentukan apa yang transformatif dan 
seberapa banyak perubahan pada suatu karya. Misalnya, pembuatan 
ensiklopedia Harry Potter ditentukan sebagai "sedikit transformatif" (karena hal 
itu membuat istilah dan leksikon Harry Potter tersedia dalam satu volume), tetapi 
kualitas transformatif ini tidak cukup untuk membenarkan penggunaan yang 
diperkenankan dalam kaitannya dengan penggunaan kata demi kata yang 
ekstensif dari teks dari buku Harry Potter.71 
2. Sifat Karya Berhak Cipta 
Tidak seperti faktor pertama Fair Use, yang menitikberatkan pada salinan 
atau karya cipta baru hasil dari penggunaan karya cipta asli. Faktor yang kedua 
ini lebih menitik beratkan pada orisinalitas. Berdasar dari tidak seringnya faktor 
ini muncul pada kasus-kasus, legislatif dan pengadilan menyatakan bahwa faktor 
kedua memiliki pengaruh paling sedikit dari seluruh faktor analisis Fair Use.72 
Keaslian dari karya cipta memiliki argumen kuat menggunakan doktrin Fair Use 
apabila pengguna menggunakan karya yang telah dipublikasikan atau karya 
faktual daripada karya yang belum dipublikasikan atau karya fiksi. Hal ini 
dikarenakan penyebaran fakta atau informasi menguntungkan publik, sehingga 
akan lebih banyak kemudahan untuk menyalin muatan karya faktual seperti 
biografi daripada muatan dalam karya fiksi seperti drama atau novel. Cakupan 
penggunaan wajar lebih sempit untuk karya yang tidak diterbitkan karena penuli s 
memiliki hak untuk mengontrol penampilan publik pertama kalinya lewat ekspresi. 
3.  Jumlah dan Porsi Substansial dari Isi yang Digunakan  
Faktor yang turut serta menjadi pertimbangan untuk memutuskan berapa 
banyak jumlah dan substansi yang digunakan adalah less is more atau makin 
sedikit muatan yang diambil, maka semakin besar pula peluang perbuatan 
tersebut dapat dikategorikan tindakan penggunaan yang wajar
makin sedikit materi yang diambil makin besar kemungkinan bahwa perbuatan 
tersebut dapat dilindungi doktrin Fair Use dan bukan termasuk sebagai 
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pelanggaran hak cipta. Tetapi pada dasarnya doktrin ini tidak akan berlaku jika 
porsi yang diambil adalah porsi jantung atau inti dari suatu karya cipta.73 Dengan 
kata lain, seseorang akan lebih dimungkinkan mengalami masalah jika menyalin 
aspek yang paling berkesan dari sebuah karya. Tetapi terdapat pengecualian 
pada kasus parodi. Pada parodi, meskipun pemarodi  atau pelawak meminjam 
dalam rangka mengomentari karya cipta asli. Pemarodi atau pelawak tersebut 
diijinkan untuk meminjam, bahkan meskipun itu adalah jantung dari karya cipta 
asli, dalam rangka untuk mengembangkan karya cipta itu sendiri. Hal ini 
jantung karya cipta buk anlah pelanggaran terhadap parodi dan ini adalah tujuan 
74 
4. Efek dari penggunaan karya cipta tersebut terhadap pasar  
Faktor keempat ini berhubungan dengan potensi pemasaran atas barang 
yang diciptakan menggunakan tindakan Fair Use. Faktor keempat ini 
bertujuan untuk mengevaluasi potensi pasar atas karya cipta baru yang 
dihasilkan tersebut. 75 Faktanya, sejak pertimbangan Hakim Story mengenai 
76. Undang-undang hak cipta Amerika Serikat selalu 
mencoba untuk menggali fakta bahwa suatu kasus akan memiliki excuse jika 
dampak insentifnya pada pencipta adalah minimal. Pada Rogers v Koons, 960 
F.2d 301 (2d Cir 1992), seorang seniman menggunakan hasil karya fotografi 
tanpa permisi sebagai dasar untuk pembuatan kerajinan patung kayu, 
menyalin semua unsur pada foto tersebut. Seniman pematung tersebut 
menghasilkan lebih dari ratusan ribu dollar dari hasil penjualan patung. 77 
Ketika fotografer yang bersangkutan menggugat, seniman beralasan bahwa 
hasil patungnya adalah Fair Use sebab si fotografer tidak pernah 
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mempertimbangkan kemungkinan pembuatan patung. Pengadilan menolak 
alasan tergugat dengan alasan bahwa bukan suatu masalah apakah fotografer 
mempertimbangkan kemungkinan itu atau tidak yang menjadi permasalahan 
adalah eksisnya potensi pasar dari patung yang awalnya berasal dari karya 
foto si fotografer. 78 
Keempat faktor ini penting untuk menentukan apakah tindakan tersebut 
merupakan penggunaan yang wajar atau pelanggaran hak cipta. Pengadilan 
menentukan suatu penggunaan yang wajar dengan mengelaborasi bukti faktual 
dengan semua faktor. Keempat faktor tersebut harus dipertimbangkan secara 
keseluruhan dalam suatu perkara. Berdasarkan praktek pengadilan Amerika 
Serikat, faktor keempat pernah dianggap sebagai "satu-satunya unsur terpenting 
dari penggunaan wajar,"  tetapi karakterisasi ini telah berubah dalam beberapa 
tahun terakhir karena pengadilan telah menitik beratkan banyak bobot pada uji 
penggunaan dalam faktor transformatif , pasca kasus Campbell v. AcuffRose 
Music, Inc. Namun, analisis empiris baru-baru ini kasus penggunaan wajar telah 
menemukan bahwa faktor empat seringkali menjadi "sangat berkorelasi sebagai 
hasil penggunaan wajar."79 Setelah semua dipertimbangkan, faktor yang paling 
menonjol harus dipenuhi sehingga dapat memecahkan isu kemungkinan Fair Use 
itu sendiri. Saat ini, meskipun 17 U.S.C Section 107  hanya menyebutkan 4 faktor 
untuk menentukan tindakan Fair Use tetapi dalam kasus Google v Field 
menunjukkan bahwa tindakan Fair Use ikut berkembang sejalan dengan kreasi 
manusia yang bersifat dinamis. Sehingga pada kasus Field, Id US Supreme Court 
menambahkan satu faktor baru untuk mempertimbangkan tindakan Fair Use. Ini 
berarti bahwa hakim dapat merujuk pada preseden dan membuat faktor baru 
untuk memutuskan suatu kasus jika tindakan/cara Fair Use yang dilakukan 
tersebut relatif baru. 
Dalam perkembangannya terdapat pengecualian penerapan Fair Use. 
Menurut Martine Courant Rife prinsip Fair Use menjadi tidak relevan ketika hak 
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cipta tidak melindungi suatu ciptaan. Menurutnya, ada beberapa beberapa hal 
yang membuat prinsip Fair Use  tidak berlaku pada suatu ciptaan, yaitu :  
1) Ciptaan tersebut sudah berada dalam domain publik, artinya masa 
perlindungan hak cipta sudah habis. 
2) Ciptaan yang diciptakan oleh Pemerintah Amerika Serikat, seperti Putusan 
Pengadilan, Statuta, dan peraturan-peraturan.  
3) Ciptaan yang tidak orisinal.  
4) Penggunaan ciptaan yang de minimis, artinya penggunaan ciptaan tersebut 
tidak cukup melibatkan kuantitas dari ciptaan yang disalin untuk membuat 
adanya kesamaan substansial. 
5) Penggunaan ciptaan yang seizin penciptanya. 
Selain lima ciptaan tersebut, Copyright Act juga tidak mengatur ciptaan yang 
melanggar hukum. Hanya saja dapat dilihat dalam praktik peradilan di Amerika 
Serikat, seperti Bullard v. Esper  mengenai kandungan bersifat cabul yang 
terkandung frasa dalam lagu Hottest Thing You Ever Seen yang memiliki makna 
tidak bermoral, dan sebagainya. Terhadap ciptaan yang melanggar hukum ini, 
Paul Goldstein menyatakan bahwa pertimbangan untuk menentukan suatu suatu 
muatan yang melanggar hukum ini pada intinya terdapat pada hukum negara 
bagian dan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat.80 Pada dasarnya, hampir 
semua analisis doktrin Fair Use dibagi menjadi dua kategori, yaitu komentar dan 
kritik atau parodi. 81 Salah satu contoh dari komentar dan kritik termasuk dalam 
hal ini mengutip beberapa baris dari lagu Bob Dylan di review musik, merangkum 
dan mengutip artikel kesehatan mengenai kanker prostat yang ada di laporan 
berita, menyalin beberapa paragraf dari artikel berita untuk digunakan oleh guru 
atau murid dalam pelajaran, atau menyalin porsi tertentu artikel pada majalah 
ilustrasi olahraga yang digunakan dalam kasus terkait.82  
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memuat larangan 
mengenai penyebaran konten karya siaran tanpa izin dengan tujuan komersial. 
Undang-Undang Hak Cipta mengategorikan perbuatan-perbuatan yang dianggap 
tidak melanggar hak cipta atau hak terkait apabila: Pertama, penyebarluasan 
konten hak cipta dan/atau hak terkait melalui media teknologi informasi dan 
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komunikasi tidak bersifat komersial. Kedua, dalam hal pemanfaatan ciptaan 
dan/atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang 
pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan 
LMK (Lembaga Manajemen Kolektif). Ketiga, jika mencantumkan sumbernya.83 
Namun hak eksklusif pemilik hak cipta tidak sepenuhnya mutlak karena adanya 
konsep atau doktrin Fair Use yang memperbolehkan tindakan-tindakan 
penggunaan tertentu yang oleh hukum hak cipta diperkenankan untuk dilakukan 
oleh siapapun juga tanpa perlu adanya persetujuan pencipta atau pemegang hak 
cipta sehingga tidak melanggar hukum hak cipta.  
Penggunaan Wajar atau Fair Use sendiri telah diatur salah satunya dalam 
Pasal 44 UUHC No. 28 Tahun 2014. Pengaturan mengenai penggunaan yang  
wajar atau doktrin Fair Use dalam Pasal 44 ayat (1) tersebut mengutamakan 
pencantuman sumber secara lengkap dalam setiap penggunaannya karena 
berhubungan dengan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta, agar 
namanya dicantumkan. Hal tersebut dikarenakan perlindungan kepada Pencipta 
merupakan fokus utama perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Pasal 44 UUHC No. 
28 Tahun 2014 mengatur tentang doktrin Fair Use akan tetapi belum memiliki 
faktor-faktor yang tegas untuk menentukan batasan dari penggunaan wajar.  
Pengaturan mengenai doktrin Fair Use di Indonesia terdapat pada bagian 
IV Pembatasan Hak Cipta Pasal 43 sampai Pasal 51 Undang-Undang Hak Cipta 
Nomor 28 Tahun 201484. Walaupun tidak termuat secara eksplisit dalam UUHC, 
prinsip doktrin Fair Use .dengan 
ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar  UUHC 
Pasal 44 Ayat (1) huruf a dan d. Adapun secara keseluruhan isi  Pasal 44 Ayat (1) 
menyatakan bahwa:  
1. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu 
ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang 
substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya 
disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan : 
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Skysports Yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet , Jurnal Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol.1, No.  1, 2017, hlm. 4. 




a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, 
penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 
b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; 
c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 
atau 
d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan 
ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.  
2. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, 
penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, 
dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak 
dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau 
dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.  
3. Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika 
dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. 
Penerapan prinsip Fair Use di Indonesia hanya berlaku pada ciptaan-
ciptaan yang memiliki perlindungan hak cipta karena prinsip Fair Use adalah 
doktrin yang memperbolehkan penggunaan suatu ciptaan yang dilindungi hak 
cipta tanpa izin atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, ada beberapa 
ciptaan dalam hukum hak cipta Indonesia yang tidak dapat memberlakukan 
prinsip Fair Use, yaitu:  
1. Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta berdasarkan Pasal 41 Undang-
Undang Hak Cipta. 
2. Ciptaan berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu hasil-hasil 
rapat terbuka lembaga Negara, Peraturan Perundang-undangan, Pidato 
Kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau 
penetapan hakim, keputusan badan arbitrasi atau badan-badan sejenis 
lainnya.  
3. Ciptaan yang telah habis masa perlindungannya.  
 
4.  Perbandingan Pengaturan Doktrin Fair Use  atas Penggunaan Karya 





Amerika Serikat melalui 17 U.S.C berupaya mendefinisikan audiovisual 
works atau karya audiovisual kemudian mencantumkan definisi tersebut kedalam 
Chapter 1 Section 101 sebagai berikut: 
tertentu yang secara intrinsik dimaksudkan untuk ditampilkan dengan 
menggunakan mesin atau perangkat seperti proyektor, pemirsa, atau 
peralatan elektronik, dengan diiringi suara yang menyertainya, jika 
ada, terlepas dari sifat benda material, seperti film atau kaset, wadah 
 
Sedangkan di Indonesia pengaturan hukum mengenai karya audiovisual  dan hak 
cipta atas karya audiovisual belum diatur secara khusus dalam perundang-
undangan. UUHC No. 28 Tahun 2014, Pasal 40 ayat (1) menjelaskan mengenai 
objek-objek yang dilindungi hak cipta nya diantaranya adalah karya 
sinematografi. 85  Pengertian Karya Sinematografi termuat dalam bagian 
penjelasan Pasal 40 ayat (1) tersebut yang menyatakan bahwa: 
Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang 
berupa gambar bergerak antara lain film dokumenter, film iklan, 
reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film 
kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita 
video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang 
memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, 
atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh 
  
Dari penjelasan istilah karya sinematografi tersebut maka secara tidak langsung 
eksistensi karya berbentuk audiovisual telah diakui dan dilindungi oleh UUHC dan 
ketentuan di dalamnya. 
Terdapat banyak perbedaan pengaturan Fair Use antara Indonesia dan 
Amerika Serikat. Perbedaan tersebut tidak hanya disebabkan oleh perbedaan 
karakteristik kedua negara tetapi juga penghormatan pemerintah terhadap 
keanekaragaman etnis, suku bangsa dan budaya yang secara jelas dinyatakan 
pada bagian menimbang UUHC di Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikat, 
Undang-undang Hak Cipta Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tidak menyebutkan 
                                                          




mengenai faktor kualifikasi tindakan Fair Use. Sedangkan dalam pengaturan hak 
ciptadi Amerika menyebutkan bahwa karena sulit untuk memberikan batasan 
kuantitatif maka pemerintah memberikan batasan yaitu 10 persen dari karya 
cipta atau jantung inti karya cipta meskipun tidak memenuhi jumlah 10 persen . 
Faktor lain yang dicantumkan di Undang-undang ini adalah tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta.86 
Faktor kualifikasi Fair Use di Indonesia relatif cukup jelas karena telah 
mencantumkan mengenai batasan 10 persen atau inti jantung dari karya cipta 
tetapi faktor tidak merugikan kepentingan wajar dari pemegang hak cipta tidak 
dijelaskan secara lebih rinci. Bagian penjelasan undang-undang hanya 
menyatakan bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak mengganggu 
keseimbangan hak ekonomi dari pencipta. Hal ini menyebabkan sedikit 
kebingungan di masyarakat karena adanya peraturan mengenai hak moral pada 
undang-undang hak cipta.87 Apakah cukup untuk menggunakan hak ekonomi, 
mer Negara Indonesia 
sebagai negara hukum didasari dengan sistem civil law telah memposisikan 
hakim agar berhak untuk menginterpretasikan undang-undang dalam suatu 
perkara, sehingga dalam penyelesaiannya keputusan final merujuk pada 
interpretasi hakim.  
Berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC, yang dimaksud 
dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" 
adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati 
manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. Sedangkan, Amerika Serikat memiliki faktor 
yang tegas untuk menentukan batasan penggunaan wajar yang di atur dalam 17 
U.S.C section 107, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi: 
tuan dalam bagian 106 dan 106A, penggunaan 
yang wajar dari suatu ciptaan,termasuk penggunaan dengan reprosuksi dalam 
salinan atau media rekaman suara atau alat Putusan-putusan pengadilan 
Amerika Serikat mencoba mengategorikan perbuatan-perbuatan apa saja yang 
dapat disebut sebagai kepentingan yang sewajarnya dalam hukum hak cipta. 
                                                          
86 WIPO, (online),  www.wipo.int/tk/en//laws/pdf/indonesia_copyright.pdf , (3 Januari 2021) 
87 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual , PT 




Walaupun terdapat banyak perbedaan pengaturan di kedua negara memiliki 
kesamaan dalam hal kategorisasi dan tujuan penggunaan yang diperbolehkan 
dari peraturan Fair Use itu sendiri. Baik Amerika Serikat dan Indonesia mengatur 
Fair Use untuk kepentingan pendidikan, kritik, penelitian dan pengetahuan. 
Peraturan Fair Use yang memperbolehkan penggunaan karya cipta untuk 
pendidikan, kritik, penelitian dan pengetahuan akan mendorong dan 
meningkatkan penemuan dan perkembangan pengetahuan dan penelitian. 
 
5.  Tinjau an Tujuan Penggunaan Klip Audio visual Dalam Video Review  
dan Video Reaction  
Tujuan dari pembuatan konten Review dan Reaction dewasa ini bukan 
hanya untuk mengkritisi suatu karya  te tapi juga untuk mencari kepentingan 
komersil atau mencari keuntungan. Upaya memperoleh keuntungan ini juga 
sering dikenal dengan tindakan monetize atau monetizing. 88  Istilah monetize 
semakin dikenal oleh masyarakat luas setelah menjadi salah satu fitur unggulan 
pada platform YouTube.  Pengguna aktif YouTube dapat mengkomersialisasikan 
akunnya dengan mendaftarkan kanal YouTube nya ke Google Ad.Sense dan 
mengaktifkan fitur monetizenya, sehingga saat jumlah viewer dan subscribes 
atas video-video yang diunggahnya sudah mencapai 10.000 akan muncul iklan di 
video yang di unggah, dan dari iklan itulah salah satu pendapatan YouTuber di 
dapat. Tentu saja Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas potongan video yang 
digunakan oleh YouTuber lain sebagai konten video mereka akan sangat merasa 
dirugikan dari segi moral dan ekonomi.  
Pada dasarnya cukup banyak jenis konten buatan pengguna atau UCC 
berbentuk audiovisual. Pertumbuhan industri kreatif di era globalisasi 
menghantarkan kemajuan media digital yang semakin berkembang pesat dengan 
kemudahan-kemudahan yang ditawarkan termasuk melalui media audiovisual. 
Pada suatu karya audiovisual termuat unsur suara dan unsur gambar di 
dalamnya. Karya audiovisual mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam 
menyalurkan informasi dan ekspresi karena meliputi dua pola penyampaian 
sekaligus yaitu secara auditif (mendengar) serta visualisasi (melihat). Melalui 
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medianya rupa-rupa media audiovisual dapat diklasifikasikan menjadi delapan 
kelas yaitu: 1) Media audiovisual gerak, berupa televisi, video tape, film dan 
media audio pada umumnya seperti kaset program, piringan, dan sebagainya; 2) 
Media audiovisual diam, berupa filmastip bersuara, slide bersuara, komik dengan 
suara; 3) Media audio semi gerak, berupa telewriter, mose, dan media board; 4) 
Media visual gerak, berupa film bisu; 5) Media visual diam, berupa microfon, 
gambar, dan grafis, peta globe, bagan, dan sebagainya; 6) Media seni gerak; 7) 
Media audio, berupa radio, telepon, tape, disk dan sebagainya; 8) Media 
audiovisual, seperti televisi. 89  Konten di dalamnya dapat berupa dokumentasi, 
berita pendek, feature, dokumenter, talkshow, iklan layanan masyarakat, 
magazine, reality show, variety show, music video, film modern dan drama. 
Film atau video adalah salah satu media audiovisual yang cukup populer 
dikalangan masyarakat. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar 
dalam frame dimana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor 
secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Film bergerak 
dengan cepat dan bergantian sehingga memberikan visual yang kontinu. Sama 
halnya dengan film, video dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak 
bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan film 
dan video melukiskan gambar hidup dan suara memberinya daya tarik sendiri. 
Kedua jenis media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, 
dokumentasi, dan pendidikan. Definisi Film90  menurut undang-undang No. 8 
Tahun 1992 tentang Perfilman, Film adalah karya cipta seni dan budaya yang 
merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan 
asas sinematografi91  dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan 
                                                          
89 Kementerian Komunikasi dan Informatika, Standardisasi Konten Audiovisual Humas 
Pemerintah , Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, Jakarta, 2019, hlm. 3 -5. 
90  Menurut Susanto dalam bukunya berjudul Komunikasi Massa, Film  merupakan suatu 
kombinasi antar usaha penyampaian pesan melalui gambar yang bergerak, pemanfaatan teknologi 
kamera, warna dan suara. Unsur-unsur tersebut di latar belakangi oleh suatu cerita yang 
mengandung pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara atau pembuat film kepada khalayak film. 
Susanto, Komunikasi Massa 2 , Bina Cipta, Bandung,1982. 
91  Istilah Sinematografi  berasal dari bahasa Yunani: 'kinema - 
graphein - 
membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabung-gabungkan gambar tersebut 
sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide (dapat mengemban cerita). 
Eadweard J. Muybridge adalah seorang fotografer Inggris keturunan Belanda yang menghabiskan 




video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, 
jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, 
dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan 
dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.  
Film adalah fenomena sosial, psikologi, dan estetika yang kompleks yang 
merupakan dokumen yang terdiri dari cerita dan gambar yang diiringi kata -kata 
dan musik. Sehingga film merupakan produksi yang multi-dimensional dan 
kompleks. Kehadiran film di tengah kehidupan manusia di era digital ini semakin 
penting dan setara dengan media lain. Sebagian besar masyarakat akan memilih 
menonton film sebagai hiburan di waktu senggangnya. Dalam perkembangannya 
Film dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis pembagian dasar, yaitu film 
dokumenter, film fiksi, dan film eksperimental. Pembagian ini didasarkan atas 
cara penyampaiannya, yaitu naratif (cerita) dan non -naratif (non cerita). Film 
fiksi memiliki struktur naratif yang jelas, sementara film dokumenter dan 
eksperimental tidak memiliki struktur narasi yang jelas. 92 
Pada umumnya film bernarasi atau mengandung cerita hasil imajinasi 
bernilai komersial, dapat dipertunjukkan di bioskop dengan harga karcis tertentu 
atau diputar di televisi dengan dukungan sponsor iklan tertentu , pada jaman 
digital ini, film juga dapat dibagikan melalui  berbagai layanan berbagi video 
secara online. Namun dalam penyebarannya oleh pengguna platform digital 
seringkali mengindikasikan penggunaan untuk komersial. Seperti yang telah 
dikemukakan penulis di awal pembahasan, sebagai gambaran umum konten 
Video Review dan Video Reaction Film yang banyak dibuat di Indonesia, berikut 
ini tampilan yang sering dijumpai berdasarkan tangkapan layar yang berhasil 







                                                                                                                                                               
sinematografi atau gambar bergerak. Film modern yang biasa kita nikmati saat ini adalah berkat 
jasa beliau. 




Gambar 1 .1  






























Sumber: Chanel YouTube IQ7 dan Saqahayang 
Kedua konten review diatas merupakan salah satu video review garapan 




dalam kategori konten review film. Adapun tanda bingkai kuning bertujuan untuk 
memudahkan pembuktian bahwa terdapat tindakan monetize dengan adanya 
adsense pada kedua Video Review tersebut. Kesuksesan kedua chanel YouTube 
tersebut dalam menggait penonton turut serta m emprakarsai semarak 
munculnya chanel review film di Indonesia oleh content creator review film 
lainnya di platform YouTube Indonesia. YouTuber IQ7 asal Indonesia telah 
sukses mendatangkan rupiah dengan jumlah fantastis berkat hasil dari kerja 
kerasnya mereview film. Ia diprediksi mendapatkan gaji bulanan hingga ratusan 
juta hingga miliaran rupiah melalui AdSense YouTube.  Hanya dalam kurun 
waktu enam bulan, IQ7 mendapat sejumlah 1,91 juta subscriber 93 . Menurut 
perhitungan noxinfluencer, pendapatannya diperkirakan mencapai Rp800 juta 
hingga Rp2,6 miliar per bulan.94  
Gambar 1.2 Prediksi Pendapatan Tertinggi YouTuber Review Film 
 
Sumber: YouTube Data Addict, Penghasilan YouTuber Alur Film Terbesar di 
Indonesia 2020 
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94  Aldhira Syaifudin, 2020, YouTuber Review Film Ini Gajinya Cukup Untuk Beli 
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Tidak jauh berbeda dengan video review film, konten video reaction juga 
tidak luput dari tindakan Monetize oleh YouTuber lainnya seperti dibawah ini. 
Adapun tanda bingkai kuning bertujuan untuk memudahkan pembuktian bahwa 
terdapat tindakan monetize dengan adanya adsense pada kedua Video Reaction 
tersebut. Jika dilihat lebih jauh ada garis strip kuning pada baris durasi video, 
yang menunjukkan adanya jeda iklan. Kedua gambar berikut ini diambil dari dua 
channel YouTube yakni milik Sean TankTop salah satu content creator luar 
negeri dan salah satunya lagi merupakan content creator dalam negeri yang 
cukup terkenal yaitu Leonardo Edwin. Kedua konten reaksi video tersebut 
mengekspresikan reaksinya kepada dua film anak bangsa yang sangat populer 
baik dalam negeri maupun manca negara yaitu The Raid dan Pengabdi Setan.  
 
Gambar 1. 3  


























Gambar 1 .4  
Contoh Monetizing  pada Reaction  Music Video  
 
Sumber: Chanel YouTube GraviTae Time 
Di Indonesia sendiri seringkali para YouTuber Review Film lebih sering 
review film yang digarapnya bahkan ada pula yang tidak mencatutnya di judul 
melainkan langsung dengan inti muatan menarik dari film seperti yang dilakukan 
oleh IQ7. Sedangkan apabila merujuk kepada konten Video Reaction Film dapat 
dilihat dari perkembangannya, cukup banyak juga penontonnya. Namun 
berdasarkan observasi penulis, peminat dan pembuat konten Video Reaction Film 
tidak sebanyak Video Review Film dikarenakan penonton atau viewers cenderung 
hanya tertarik kepada reaksi film yang dibuat oleh Public Figure atau YouTuber 
yang memang sudah terkenal sehingga reaksinya dianggap penting dan menarik. 
Maka dari itu penulis belum menemukan YouTuber atau content creator yang 
memang mengkhususkan channel YouTubenya untuk konten Video Reaction.  
Seperti yang telah dibahas pada poin pembahasan sebelumnya terkait 
esensi Video Review dan Video Reaction menurut pengaturan hak cipta di 




dilindungi sebagai ciptaan turunan karena merupakan kritik berupa ulasan. 
Dengan demikian, sebagai ciptaan tersendiri atau karya turunan, ulasan kritik 
tetaplah tidak boleh mengurangi hak cipta yakni hak eksklusif dari pencipta yang 
menyangkut hak ekonomi dan hak moral. Jangka waktu kepemilikan hak moral 
dari seorang pencipta adalah seumur hidup, dengan demikian maka hak moral 
merupakan hak milik pencipta yang bersifat abadi. Seperti halnya yang telah 
diatur di  dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa 
hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang pada diri 
Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada 
salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya secara umum, menggunakan 
nama alias atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan 
dalam masyarakat, mengubah judul atau anak judul ciptaan, serta 
mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, 
modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 
reputasinya.  
Berdasarkan ketentuan tersebut maka dari itu hak moral  pencipta atas 
ciptaannya tidak dapat dihapuskan oleh siapapun selama sang pencipta masih 
hidup ataupun sudah meninggal dunia, akan tetapi apabila pencipta merasa 
dirugikan hak moralnya, ia dapat menyatakan keberatan terhadap tindakan 
perusakan, pemotongan, atau perubahan karya yang bersifat merugikan nama 
baik atau reputasinya. Para content creator yang menggeluti konten review dan 
reaction tidak perlu merasa was-was akan dijerat pelanggaran hak cipta selama 
selalu mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta, serta 
menitikberatkan pembahasan videonya pada kritik, saran atau ulasan-ulasan 
tentang isi dari video yang mereka tuju . Apabila dalam video tersebut terjadi 
distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan atau modifikasi ciptaan terhadap video asli atau 
original dari pencipta maka itu menjadi  pelanggaran hak moral pencipta. Hal ini 
sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yakni hak moral 
merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: 
mempertahankan haknya dalam hal terjadi distrosi ciptaan, mutilasi ciptaan, 
modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 
reputasinya. 
Selain hak moral ada pula hak ekonomi dari pencipta yang harus dilindungi. 




atas ciptaan. Manfaat ekonomi yang dimaksud yakni suatu ciptaan memiliki 
harga jual baik berupa uang ataupun royalty. Apabila seseorang ingin 
menggunakan ciptaan dari pencipta harus dipertimbangkan bahwa ia perlu 
memberikan keuntungan atas ciptaannya kepada pencipta. Hak ekonomi dapat 
dialihkan kepada orang lain apabila pencipta memberikan izin kepada orang lain 
untuk memperbanyak atau pengadaan yang bisanya diwujudkan melalui 
perjanjian lisensi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), dan 
(2) UUHC. Sepanjang isi dari video review dan video reaction tersebut berupa 
ulasan atau tafsiran, maka tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta 
karena merupakan ciptaan turunan berupa ulasan ataupun tafsiran bermuatan 
kritik yang bertujuan untuk  memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang 
menontonnya akan kelayakan suatu karya untuk dinikmati.  
Apabila review digunakan untuk tujuan komersial  terdapat pengecualian 
yang dapat melindungi kepentingan pembuat konten berdasarkan UUHC. 
Pengecualian termuat pada Pasal 9 ayat (2) bahwa setiap orang yang 
melaksanakan hak ekonomi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan tersebut 
diperkuat juga dengan muatan ketentuan pada Pasal 43 huruf d UUHC bahwa 
pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi 
informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan 
pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan 
atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Sepanjang konten video yang 
sudah mendapatkan izin dari pencipta maka Pasal 43 huruf d bisa terpenuhi dan 
penyebarluasan atau pengumuman tidak dianggap sebagai pelanggaran hak 
cipta terkhusus pada hak ekonomi pencipta. Berdasarkan hasil tinjauan yang 
dilakukan penulis, UUHC turut serta melindungi kepentingan kedua pihak yakni 
pembuat konten maupun pencipta karya orisinal. Berdasarkan pengaturan yang 
telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa video review dan 
reaction, walaupun untuk t ujuan komersial bukanlah pelanggaran hak cipta 
selama tidak mengganggu kepentingan yang wajar dari p encipta atau pemegang 







6.  Pengaruh  Penggunaan Klip Audio visual Dalam Video Review  dan 
Video Reaction  terhadap Potensi  Nilai Pasar Karya Orisinal  
Doktrin Fair Use pada hakikatnya telah memuat kriteria yang menjadi 
limitasi penggunaan ciptaan atau karya orisinal, antara lain: (1) ciptaan tersebut 
digunakan sesuai dengan tujuan dan karakteristiknya, misalnya untuk pendidikan 
non  profit dan bukan untuk komersial, (2) bersifat mematuhi peratu ran hak 
cipta, (3) jumlah dan substansi dari bagian ciptaan yang digunakan dalam 
hubungan kerja secara keseluruhan tetap berpedoman pada aturan hak cipta, (4) 
pengaruh dari penggunaan ciptaan diatas untuk membuka potensi dan nilai 
pasar yang baik. Dengan kata lain setiap orang  dapat menggunakan ciptaan 
orang lain dengan batas yang wajar tidak merugikan pencipta asli (dalam hal hak 
ekonomi), mencantumkan nama pencipta asli dalam karya cipta turunan tersebut 
dan tetap mematuhi peraturan mengenai hak cipta . 
Berdasarkan praktik penggunanan klip audiovisual sebagai muatan dalam 
konten Video Review dan Video Reaction saat ini, penulis menemukan beberapa 
indikasi adanya kerugian pencipta dalam hal hak ekonomi. Indikasi tersebut 
muncul ketika penulis banyak menjumpai komentar-komentar yang terindikasi 
merugikan dari penonton atau viewers khususnya pada konten Review Film dan 
Reaction Film. Untuk merangkumnya penulis telah menyertakan bukti komen 
tersebut sebagai dokumentasi. Sebagai contoh pada Video Review Film The 
Owner95 yang dirilis di layar lebar pada tahun 2020. Film garapan Julius Berg  
bergenre thriller  tersebut masih tergolong baru dirilis. Adapun komentar yang 
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merupakan adaptasi 
Juventus Wisnu. 2020, The Owners : Kejutan Tak Terduga Saat 
Merampok Rumah Sepasang Manula , CINEVERSE.ID, (online), 
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Gambar 1 .5  


























Sumber: Chanel YouTube CineTalk 
Dari beberapa komentar diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
potensi kerugian terhadap nilai pasar karya orisinal berhak cipta dikarenakan 
penonton yang dituju sebagai pasar potensial bagi industri film lebih memilih 
menonton konten review film seperti diatas. Selain itu penulis menemukan 
indikasi bahwa munculnya kerugian tersebut dikarenakan hanya sedikit content 
creator video review yang memang mencantumkan kritik atau ulasan terhadap 
karya berhak cipta tersebut khususnya karya film. Sebagian besar dari mereka 
hanya menyatukan klip audiovisual dari karya berhak cipta terkait dengan 
menceritakan kembali alur atau inti dari suatu cerita. Adapun bagi para kritik 
maupun ulasan yang dicantumkan dalam video oleh beberapa content creator 
kurang dari 10 persen durasi konten review tersebut, bahkan seringkali tidak 
menyertakan kritik sehingga perlu dikaji lebih lanjut apakah inti dari video 
tersebut adalah kritik audiovisual atau hanya merangkum alur cerita film yang 
berhak cipta. 
 
7.  Urgensi Pengaturan Doktri n Fair Use  terkait Kritik Audiovi sual  di 
Indonesia  
Karya audiovisual didefinisikan sebagai "serangkaian gambar terkait yang 
secara intrinsik dimaksudkan untuk ditampilkan dengan menggunakan mesin, 
atau perangkat seperti proyektor, pemirsa, atau peralatan elektronik, bersama 
dengan suara yang menyertainya, jika ada, terlepas dari sifat objek material, 
seperti film atau kaset, di mana karya ter sebut diwujudkan."96 Menurut Brian S. 
O'Malley, media yang paling mungkin untuk penggunaan materi audiovisual yang 
                                                          




wajar adalah televisi97 , yang dapat mengakomodasi ulasan film dan program 
televisi yang sering, dan dapat menyediakan penonton yang lebih luas lebih 
cepat daripada film atau dokumenter, yang membutuhkan distribusi yang lebih 
melibatkan banyak pihak. Selain itu, dengan prospek keterlibatan masyarakat 
dalam televisi kabel,98  televisi juga menjadi media kritik yang paling banyak 
diakses. Kritik berbasis televisi kemungkinan besar menjadi salah satu dari dua 
jenis: tinjauan film dan acara televisi yang baru dirilis, dan retrospektif  dari karya 
sutradara atau aktor, atau suatu genre. Review dari film yang baru dirilis memiliki 
subjek film, dan setiap aspek seni film: akting, sudut kamera, dan seba gainya. 
Subjek film yang ditinjau seperti situasi  perang ataupun romansa yang dilintasi 
bintang tidak akan menjadi subjek ulasan. Subjek film tidak terlalu menarik bagi 
penonton ulasan, yang mencari hiburan malam, atau menikmati kecerdasan 
kritikus.  
Namun apabila merujuk pada era digital saat ini (tiga puluh delapan tahun 
semenjak pernyataan Brian S. O'Malley dimuat), penggunaan YouTube sebagai 
layanan berbagi video memiliki dampak yang lebih besar bagi penyebaran 
berbagai konten audiovisual termasuk kritik dan ulasan berbentuk audiovisual. 
Hal ini dikarenakan akses masyarakat terhadap internet saat ini tidak lagi sulit. 
Kemudahan dalam akses YouTube dan kontennya yang variatif membuat 
YouTube menjadi wadah terbaik bagi masyarat tidak hanya untuk menonton d an 
menikmati suatu karya tetapi juga mengasah kreativitas masyarakat dalam 
berkarya dan mendistribusikan karyanya sendiri. Berbeda dengan televisi yang 
semua tayangan di dalamnya dimonopoli oleh perusahaan tertentu dan semakin 
hari tayangannya terasa monoton bagi penonton. Dilansir dari kompas.com, 
beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa YouTube lebih diminati daripada 
TV. Diantaranya ada sebuah survei oleh Comscore tahun 2016 lalu, menunjukkan 
bahwa kaum Millennial usia 18-35 tahun lebih menyukai YouTube ketimbang TV 
sebagai penyedia konten video. Hal serupa juga terjadi  di Indonesia tepatnya 
sejak tahun 2015, sebuah studi Millward Brown menunjukkan bahwa para 
pengguna smartphone di Indonesia yang berjumlah sekitar 30 persen dari 
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Audiovisual Criticism , 4 Hastings Comm.&Ent.L.J. 419, 436. (online),  
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populasi, memiliki kecenderungan menonton video dari perangkat internet 
(ponsel, tablet, atau komputer) daripada melalui televisi. 
Pembuat retrospektif film akan lebih mendapatkan kemudahan dalam 
pembuatannya. Dengan tujuan yang kurang jelas daripada kritikus film-film 
terkini, ia berisiko mengeksploitasi film-film yang ia teliti. Misalnya, retrospektif 
film horor dapat dengan mudah mengadopsi subjek film yang dianalisis untuk 
menakut-nakuti penontonnya selain subjek yang sah dari seni film tersebut. 
Beberapa kerentanan film terhadap kutipan berasal dari sifat visualnya dan 
ekspresinya yang disatukan dalam citra visual. Namun ada unsur yang hadir 
dalam karya audiovisual yang tidak hadir dalam karya visual tunggal (gambar), 
yaitu unsur waktu. Panjangnya durasi film memungkinkan pengembangan subjek 
lain yang tidak terkait langsung dengan gambar visual. Misalnya, alur cerita, 
pengembangan karakter, dan karakteristik lain yang fundamental bagi novel dan 
yang dapat menjadi subjek review buku apa pun juga dapat menjadi 
fundamental bagi karya audiovisual. Saat kutipan digunakan dari sebuah film, 
seluruh karya tidak diambil alih; hanya sebagian kecil.  
Sebuah film terlalu panjang untuk kritik untuk mengambil alih semuanya, 
seperti halnya resensi buku tidak dapat mencetak ulang seluruh buku. Gambar 
visual tunggal, di sisi lain, dapat dicakup dalam sekejap dengan metode 
audiovisual modern. Karena unsur waktu, lebih sedikit kerusakan yang dilakukan 
pada nilai pasar film dua jam dengan menggunakan hanya beberapa menit 
dalam komentar atau kritik daripada yang dilakukan pada satu gambar dengan 
penyalinan apa pun. Untuk tujuan penggunaan wajar, kutipan dari film atau 
video lebih dianalogikan dengan kutipan dari sebuah buku daripada penggunaan 
satu gambar visual. 99  Maka jika kritikus film dan video in gin menikmati 
kebebasan dan status yang sama seperti Kritikus sastra, seharusnya memiliki hak 
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hukum yang sama dalam penggunaan karya seni tersebut. Sebagai contoh, kritik, 
baik terhadap novel Amerika yang hebat atau pratinjau Hollywood, diperlukan 
untuk memberi tahu publik tentang manfaat artistik dan nilai hiburan dari setiap 
karya. 100  Penggunaan wajar, dengan mengizinkan ilustrasi untuk melengkapi 
analisis, menjadi bagian penting dalam kritik dan tidak boleh disangkal oleh kritik 
audiovisual. 
Belum ada kasus tercatat yang memperluas doktrin penggunaan wajar 
untuk mengomentari dan mengkritik karya audiovisual  di Indonesia. Namun 
bagaimanapun, alangkah baiknya jika doktrin penggunaan wajar di Indonesia 
secara konkrit dibatasi: "dalam keadaan yang memungkinkan, pembatasan dapat 
diterapkan pada pemutaran diam atau slide individu yang tidak penting, atau 
pada pertunjukan film pend ek untuk kritik atau komentar." Karena sangat 
Seberapa pendek (batasan) penggunaan yang wajar 
yang dimaksud?  Telah diperdebatkan bahwa batas waktu yang sewenang-
wenang harus ditempatkan pada kutipan dari karya audiovisual, dan bahwa 
klausul penggunaan wajar pada kutipan sastra tidak dapat diter apkan pada karya 
audiovisual. 101  Pandangan terakhir tersebut tidaklah sulit untuk dipahami. 
Klimaks atau adegan petualangan yang tinggi dari suatu gerakan memiliki daya 
jual, bahkan ketika dihapus dari konteks keseluruhan film. Menyiarkan atau 
menayangkan adegan-adegan seperti itu pasti akan berdampak buruk pada daya 
jual film itu.  
Adapun berdasarkan studi komparatif yang dilakukan oleh penulis, Amerika 
Serikat melalui 17 U.S.C telah berupaya mendefinisikan audiovisual works atau 
karya audiovisual kedalam Chapter 1 Section 101, sedangkan di Indonesia 
pengaturan hukum mengenai karya audiovisual  dan hak cipta atas karya 
audiovisual belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Namun 
secara tidak langsung dari penjelasan istilah karya sinematografi telah mengakui 
eksistensi karya berbentuk audiovisual sehingga layak untuk dilindungi 
ketentuan-ketentuan terkait dalam UUHC. Berbeda dengan Amerika Serikat, 
Undang-undang Hak Cipta Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tidak menyebutkan 
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mengenai faktor kualifikasi tindakan Fair Use dan hanya memberikan batasan 
kuantitatif . Selain itu, penulis tidak menemukan pengaturan terkait perlindungan 
Fair Use dalam penggunaan klip audiovisual untuk kritik secara spesifik dan 
eksplisit pada undang-undang hak cipta di Amerika karena yang menjadi bahan 
utama dalam penyelesaian kasus di Amerika merujuk pada yurisprudensi. Dalam 
hal ini, penulis menemukan pengaturan Fair Use terkait penggunaan audiovisual 
dalam kritik di peraturan perundang -undangan maupun putusan-putusan hakim 
yang menunjang. Berdasarkan urgensi yang ditemukan serta merujuk pada 
perbandingan pengaturan Fair Use di kedua negara, menurut penulis Indonesia 
perlu untuk menjadikan pengaturan Fair Use di Amerika sebagai kerangka acuan 
dalam pembentukan ketentuan terkait penggunaan wajar di Indonesia.  
Bukan tidak mungkin suatu saat kasus terkait implikasi Doktrin Fair Use 
dalam penggunaan klip audiovisual serta bermunculan di Indonesia. Perlu 
diperhatikan bahwa penulis menemukan indikasi bahwa beberapa content 
creator memberikan ulasan kurang dari 10 persen durasi konten review tersebut, 
sehingga perlu duji lebih lanjut apakah inti dari video tersebut adalah kritik 
audiovisual atau hanya merangkum alur cerita film berhak cipta dengan 
menyertakan klip esensial dari film, serta melabeli konten tersebut  sebagai video 
Review  dari tujuan penggunaan klip audiovisual berhak 
cipta sebagai kritik dalam bentuk Review maupun Reaction benar-benar harus 
dipahami oleh pembuat konten di Indonesia agar tidak terjadi blunder yang 
merugikan diri sendiri ketika pemilik karya orisinal mengajukan klaim atas hak 
cipta karyanya. Dengan wujud pengaturan terkait doktrin Fair Use yang lebih 
konkrit dan jelas batasannya, diharapkan masyarakat dapat semakin teredukasi 
dan terbina dalam membuat konten bermuatan klip berhak cipta, sehingga tidak 










B. Perlindungan Fair Use  Atas Klaim Hak Cipta Bagi Pembuat Video 
Review  dan Video Reaction  Bermuatan Klip Audio visual Oleh 
Pemegang Hak Cipta  
 
1.  Faktor Utama Penilaian Karya Kritik Audiovisual Sebagai 
Penggunaan Yang Wajar di Ame rika  Serikat  
1.1  Asal Usul dan Evolusi Kritik dalam Yurisprudensi Doktrin Fair Use  
Salah satu argumen yang berpotensi menang yang dapat diajukan oleh 
pembuat video reaksi adalah bahwa video mereka adalah jenis kritik audiovisual. 
Bagaimanapun juga, kritik telah diakui sebagai salah satu bentuk perlindungan 
penggunaan wajar.102 Walaupun perlu juga diingat bahwa tidak ada jenis karya 
yang berhak atas perlindungan penggunaan wajar secara otomatis, ajudikasi 
103. Menurut Hakim 
Posner, karya kritis adalah lebih mengarah pada pujian daripada menggantikan 
materi berhak cipta,104hal tersebut menempatkan jenis karya ini sejalan dengan 
tujuan undang-undang penggunaan wajar. Namun, karena video reaksi adalah 
format audiovisual, sebagian besar (tidak semua) bagian yang mendasari karya 
tersebut mungkin merupakan elemen visual yang tidak diucapkan, apabila ditilik 
pada pandangan pertama akan kurang tampak kritis jika dibandingkan dengan 
prosa singkat dari pengulas buku. Pengadilan di Amerika Serikat sejauh ini telah 
menunjukkan kesulitan mengenali kritik yang terkandung dalam elemen visual 
karya audiovisual, sehingga lebih mungkin bahwa jenis karya tersebut tidak 
dianggap sebagai kritik.  
Kritik dan ulasan sampai sejauh ini merupakan jenis karya yang paling 
"diakui secara universal" untuk memenuhi syarat perlindungan Fair Use. 
Tentunya perlindungan penggunaan wajar untuk kritik dan komentar secara 
eksplisit tercantum dalam pembukaan undang-undang penggunaan wajar 
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sebagai jenis karya yang dimaksudkan oleh undang-undang penggunaan wajar 
untuk dilindungi.  Dalam laporan Kongres sebelum Undang-Undang Hak Cipta 
tahun 1976, Kongres mencantumkan "kutipan dalam tinjauan atau kritik" sebagai 
contoh dari suatu kegiatan "pengadilan mungkin menganggap sebagai 
penggunaan wajar dalam keadaan tersebut." Meskipun kutipan untuk tujuan 
peninjauan merupakan beberapa bentuk kritik penggunaan wajar yang paling 
awal diakui, 105 keputusan pengadilan berikutnya telah memperluas definisi kritik, 
menemukan, misalnya, bahwa parodi adalah "bentuk kritik yang tampak lucu ." 
106 Ketika mencari konten kritis sering kali pengadilan di Amerika Serikat berfokus 
pada unsur teks atau lisan sebuah karya.107  
 
1.2  Penekanan Pengadilan pada Kritik Lisan dalam Kasus Video 
Reaksi  
Fokus pada unsur lisan dan verbal dalam analisis kritik penggunaan wajar 
dapat menimbulkan masalah bagi video reaksi YouTube dan bentuk kritik 
audiovisual lainnya. Karena video reaksi adalah karya audiovisual, analisis kritis 
video reaksi yang berfokus secara eksklusif pada komentar lisan dalam video 
tidak termasuk dalam penilaian filmic108 dan elemen visual lainnya yang melekat 
pada bentuk audiovisual. Jika unsur-unsur film dan visual dari video reaksi tidak 
diperiksa dalam analisis penggunaan wajar, pengadilan berisiko mengabaikan 
atau kurang menghargai konten kritis yang disampaikan melalui elemen visual ini. 
Sehingga, ketika pengadilan menilai video reaksi sebagai karya kritik hanya 
berfokus pada unsur teks atau kata yang diucapkan, akan kecil kemungkinan 
                                                          
105 Lihat Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342, 344 (C.C.D. Mass. 1841) ("Pengulas mungkin 
cukup mengutip sebagian besar dari karya aslinya, jika desainnya benar-benar menggunakan 
bagian-bagian tersebut untuk tujuan krit ik yang wajar dan masuk akal.").  
106 Lihat Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. 
107 Dalam Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., U.S. Supreme Court menilai lagu dari grup rap 
2 Live Crew yang diduga merupakan parodi dari lagu Roy Orbison, "Pretty Woman." Dalam menilai 
konten parodi dalam lagu tersebut, pengadilan berfokus secara eksklusif pada kata-kata dari lagu 
-kata dari lagu 2 Live Crew menyalin baris pertama aslinya, tetapi kemudian dengan 
cepat berubah menjadi permainan kata-kata, menggantikan lirik yang dapat diprediksi dengan 
kata-kata yang mengejutkan yang secara mengejek menunjukkan betapa hambar dan dangkal lagu 
Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. 
108 Filmic diartikan sebagai berkaitan dengan, menyerupai, atau memiliki ciri -ciri film. Kata 
filmic umumnya digunakan dalam bidang studi film. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia  (KBBI) istilah yang dikenal adalah filmis yang artinya bersifat film, atau dari segi atau 




video reaksi tersebut dianggap sebagai karya kritik, yang akibatnya mengurangi 
kemungkinan bahwa video reaksi akan dianggap sebagai penggunaan wajar. 
Walaupun sebuah karya tidak perlu menjadi karya kritik agar memenuhi 
syarat untuk perlindungan penggunaan wajar, sebuah studi empiris pada tahun 
2008 mengenai kasus penggunaan wajar menemukan bahwa penggunaan karya 
oleh terdakwa dianggap oleh pengadilan sebagai salah satu penggunaan yang 
dikutip dalam pembukaan undang-undang penggunaan wajar, 109   
pada umumnya menikmati tingkat kemenangan penggunaan wajar yang sangat 
110 Selain itu, dalam studi empiris baru-baru ini tentang kasus penggunaan 
transformatif ( aspek dalam faktor satu), Alec Fisher dalam penelitiannya yang 
berjudul Unwritten Criticism:  Audiovisual Forms of Critique as Fair Use 
memaparkan fakta bahwa, "terdapat 44 putusan atas penggunaan non-parodi 
oleh tergugat yang memuat komentar pada  karya asli, sebanyak 31 kasus 
(70,5%) dianggap sebagai penggunaan transformatif. 111  Berdasarkan studi 
terseb penggunaan transformatif sepenuhnya 
mendominasi hasil analisis penggunaan wajar. "112 
 
1.3  Teori Estetika  dalam Uji Transformatif Penggunaan Wajar  
Penilaian artistik tidak dapat dihindari ketika pengadilan memutuskan 
perselisihan yang melibatkan dugaan penggunaan wajar atas materi berhak 
cipta.113 Sensitivitas estetika sangat penting untuk faktor pertama dari pengujian 
penggunaan wajar, yang mensyaratkan pengadilan untuk menilai "tujuan dan 
karakter" dari penggunaan wajar yang diklaim. 114  Penyelidikan yang relevan 
                                                          
109 Pembukaan  yang digunakan  adalah "kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran 
(termasuk banyak salinan untuk penggunaan di kelas), beasiswa, atau penelitian."  Yang termuat 
dalam 17 U.S.C. § 107. 
110 Barton Beebe, An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions , 1978 -
2005 , University of Pennsylvania Law Review, ,Vol. 156, No. 3, 2008, hlm. 609. 
111 Op.cit. Liu, hlm. 212.  
112 Ibid, hlm. 180.  
113 Mengikuti Pasal 107 Undang-Undang Hak Cipta, penggunaan materi berhak cipta secara 
ihat 17 U.S.C. § 107 (2012). Pengadilan harus 
menentukan kasus per kasus apakah penggunaan tertentu dari karya berhak cipta itu adil.  
114 Uji penggunaan wajar yang dikembangkan secara yudisial memerintahkan pengadilan 
untuk mempertimbangkan setidaknya empat aspek berbeda dari perselisihan penggunaan wajar 
apa pun: (1) tujuan dan karakter penggunaan; . . . (2) sifat dari karya berhak cipta; (3) itu  
jumlah dan besarnya bagian yang digunakan terkait dengan karya berhak cipta secara 





adalah apakah karya yang diduga melanggar semata 
ciptaan asli, atau sebagai gantinya menambahkan sesuatu yang baru, dengan 
tujuan yang lebih jauh atau karakter yang berbeda, mengubah yang awal 
dengan eksp 115  Penemuan penggunaan wajar 
lebih mungkin terjadi jika "penggunaan sekunder menambah nilai pada aslinya, 
jika ekspresi berhak cipta dalam karya asli digunakan sebagai bahan mentah, 
diubah dalam pembuatan informasi baru, estetika baru, wawasan dan 
pemahaman baru." 116 Terkadang penentuan "karakter" dari penggunaan yang 
akan diduga melanggar secara langsung misalnya, saat sebuah karya disalin kata 
demi kata. Namun, banyak sengketa lainnya melibatkan situasi di mana tergugat 
telah mengintegrasikan materi berhak cipta ke dalam karya kreatif baru tanpa 
izin. Dalam kasus ini, pengadilan harus membedah "hubungan" antara materi 
berhak cipta asli dan karya yang diduga melanggar untuk menilai apakah 
penggunaan tersebut adalah "jenis transformatif yang memajukan pengetahuan 
dan kemajuan seni atau apakah hanya mengemas ulang, free riding on ciptaan 
117  Meskipun pengadilan jarang secara eksplisit mengikuti prinsip 
estetika dalam keputusannya, logika yudisial yang digunakan dalam kasus hak 
cipta sangat mencerminkan tiga teori estetika utama: Formalisme, 
Int ensionalisme, dan Reader-Response (Respon Pembaca). Sayangnya untuk 
beberapa perselisihan di pengadilan, teori-teori ini sebagian besar tidak sesuai. 
Saat menarik garis antara karya baru yang mengubah karya yang sudah 
ada sebelumnya dan karya yang lebih bersifat turunan, pengadilan harus 
mengandalkan beberapa standar komparatif untuk mengevaluasi hubungan 
antara karya asli dan karya yang melanggar. Di sini, sekali lagi, pengadilan 
secara sadar atau secara tidak sengaja mengandalkan teori estetika interpretasi. 
Kadang-kadang, pengadilan berusaha untuk menguraikan maksud penulis. Dalam 
Blanch v. Koons, misalnya, temuan penggunaan wajar didasarkan pada 
pengamatan bahwa: Koons dulunya, dengan uraiannya sendiri yang tak 
terbantahkan, menggunakan citra Blanch sebagai umpan untuk komentarnya 
                                                                                                                                                               
Indo. Dalam kata-kata Hakim Leval, faktor pertama adalah "jiwa penggunaan wajar". Pierre 
N. Leval, Commentary, Toward a Fair Use Standard , Harvard Law Review, Vol. 103, No. 1105, 
1116, 1990. 
115 Ibid., hlm. 17.  
116 Mengutip Leval, Ibid., bagian 1111, hlm. 4.  




tentang konsekuensi sosial dan estetika media massa. Tujuan yang 
dinyatakannya dengan demikian bukan untuk mengemas ulang karya seni Blanch, 
tetapi untuk menggunakannya "dalam penciptaan informasi baru, estetika baru, 
118 
Di lain waktu, pengadilan menggunakan cara analisis yang lebih formalistik 
untuk menilai tujuan dan karakter pekerjaan tergugat. Misalnya, pembuat 
mainan Mattel menggugat artis Tom Forsythe atas serangkaian tujuh puluh 
delapan foto berjudul Food Chain Barbie, yang menggambarkan Barbie dalam 
berbagai posisi yang absurd dan sering kali bersifat seksual. Pengadilan 
menganalisis konfigurasi Food Chain Barbie dengan sangat mendetail, dengan 
fokus pada pencahayaan, latar belakang, properti, dan sudut kamera dari foto -
foto tersebut. 119 
Pada praktiknya terkadang pengadilan menggabungkan konsep 
Intensionalisme120  dan Formalisme. Jika pengadilan menggunakan Formalisme 
sebagai teori estetika eksklusifnya, pengadilan dapat membuat perbedaan 
estetika semata-mata berdasarkan konfigurasi yang tepat dari elemen-elemen 
meteran, timbre, ritme, pola, dan sebagainya. Pengadilan tidak akan diizinkan 
untuk mempertimbangkan keadaan pemikiran atau niat seniman dalam 
menciptakan karya. Dengan demikian, jika pengadilan mengikuti Formalisme 
secara eksklusif, mereka akan dibutakan oleh banyaknya inovasi estetika yang 
                                                          
118 Blanch v. Koons, Ibid., at 255 (pertanyaannya adalah apakah Koons memiliki alasan 
kreatif yang tulus untuk meminjam citra Blanch. . . . ).  
119 Lihat pada United States Court of Appeals, Ninth Circuit, Mattel, Inc. v. Walking 
Mountain Prods ., 353 F.3d 792, 802 03 (Cir. Ke-9. 2003), District Court for the Northern District 
of California, 2003. ("Forsythe mengubah gambar ini dalam pemikirannya, dengan menampilkan 
posisi yang hati-hati, telanjang, dan terkadang penampilan letih  Barbie dalam situasi yang sering 
kali tampak konyol dalam situasi berbahaya. Pencahayaan, latar belakang,alat peraga, dan sudut 
kamera semuanya berfungsi untuk menciptakan konteks untuk karya berhak cipta Mattel yang 
berubah. Forsythe menunjukkan kepada pemirsa kumpulan setelanyang berbeda untuk 
menggambarkan konteks figur Barbie ini. Dalam beberapa foto Forsythe, Barbie akan segera 
dihancurkan atau disakiti oleh kehidupan rumah tangga dalam bentuk peralatan dapur, namun 
terus menunjukkan senyumnya yang terkenal, tanpa menyadari kesulitannya. Seperti yang 
digambarkan dalam beberapa foto Forsythe, peralatannya sangat besar dan luar biasa, sementara 
Barbie terlihat tidak berdaya  
120  Intensionalisme merupakan cabang ilmu filsafat yang menyangkut tentang 
Intensionalitas  yakni keterarahan kesadaran (directedness of consciousness), yang juga 
merupakan keterarahan tindakan, atau suatu tindakan yang bertujuan pada satu obyek. Dalam 




telah menunjukkan praktik kreatif abad kedua puluh dan dua puluh satu. 121 Hal 
ini, sewaktu-waktu dapat memberikan efek mengerikan pada karya berbasis 
konsep masa depan yang tidak menekankan pembuatan objek estetik yang 
memuaskan yang mendukung ekspresi seni sebagai ide. Tetapi jika sebaliknya, 
pengadilan memilih Intensionalisme sebagai teori estetika pilihannya. Orientasi 
teoretis ini akan mengakui praktik ekspresif yang jauh lebih luas daripada 
Formalisme. Tetapi untuk menemukan makna substantif sebuah karya dari niat 
yang dianut penciptanya akan menimbulkan masalah pembuktian yang signifikan 
dan berpeluang adanya pernyataan ketidakjujuran dari pencipta. Akan sulit untuk 
membayangkan dengan ketepatan ukuran penilaian apa pun niat yang tepat dari 
seniman yang sudah meninggal atau tidak ada. Lebih lanjut, seniman mungkin 
menyangkal memiliki niat artistik, tidak dapat secara memadai mengungkapkan 
apa maksud artistik mereka. Kemungkinan terburuknya mereka dapat dengan 
sengaja secara strategis menata kembali niat mereka atau mengelabui untuk 
mendapatkan keuntungan dari situasi litigasi mereka. Pada bagian yang 
terpenting, niat seniman mungkin tidak sejalan dengan hasil pekerjaan mereka 
yang sebenarnya, seperti halnya dengan ketidaksengaajaan yang 
menguntungkan. Tantangan inferensial dan pembuktian seperti itu tentu tidak 
dapat diatasi. Pengadilan pidana secara teratur mengatasi hambatan serupa 
memastikan mens rea terdakwa. Tetapi mengingat bahwa pengadilan enggan 
untuk terlibat dalam pemikiran estetika secara umum,  penerapan standar 
intensionalis kemungkinan akan menemui hambatan yang tajam. 
Cara alternatif pengadilan untuk menggunakan pendekatan penilaian 
estetika adalah melalui yang digunakan untuk 
menentukan substantial similiarity. 122  Tes ini tidak mel pembedahan 
analitis  tetapi lebih tergantung pada apakah karya yang 
dituduh meminjam "konsep dan nuansa total" dari karya berhak cipta. Jadi 
daripada meneliti teori yang berbeda untuk memetakan letak estetika terbaik 
                                                          
121 Lihat Jerry Saltz, 2006, 
Ground -  VILLAGE VOICE, (online), 
http://www.villagevoice.com/2006 -02- 21/art/idol -thoughts/, (8 Februari 2021)  
122 Yang dimaksud  tentang kesamaan substansial  dalam arti perbandingan yang dibuat 
antara karya untuk tujuan untuk memastikan apakah penyalahgunaan telah terjadi, sebagai lawan 
dari penggunaan substansial kesamaan (juga disebut kesamaan "pembuktian" atau "mencolok") 




untuk karya tertentu, pengadilan akan menjawab pertanyaan tentang hukum 
dengan cara yang sama bahwa juri menjawab pertanyaan tentang fakta: dengan 
mengandalkan 
tersebut adalah sama  di mata seorang pengamat awam. 
Namun, pengadilan tidak cukup hanya menjadi fasih dalam seni dan 
sejarah seni. Untuk menghindari perbedaan yang diakibatkan dari penerapan 
teori estetika secara ad hoc, pengadilan perlu mengadopsi metodologi yang lebih 
konsisten untuk menganalisis pertanyaan estetika. Metode yang paling 
sederhana adalah Supreme Court menerapkan satu teori estetika  yang dapat 
berlaku dalam semua kasus di mana segala pertanyaan mengenai estetika 
muncul. Tetapi pendekatan jalan tengah seperti itu tidak diinginkan set idaknya 
karena dua alasan. Pertama, tidak ada teori estetika tunggal yang cukup luas 
untuk menjelaskan semua manifestasi praktik artistik. Oleh karena itu, 
memberikan preferensi pada satu teori estetika di atas yang lain akan 
mengakibatkan beberapa bentuk seni ditafsirkan secara salah dan berpotensi 
diabaikan. Selain itu, menetapkan preseden yang kaku untuk penilaian estetika 
akan mengurangi keragaman artistik, menutup bentuk -bentuk ekspresif baru 
yang menyimpang dari standar teoretis. Dengan demikian, teori estetika yang 
disetujui Pengadilan dapat beroperasi sebagai bentuk penyensoran terselubung 
yang akan membekukan inovasi estetika, seperti yang Justice Holmes123 takutkan. 
 
1.4  Prinsip Estetika Non -Diskriminatif dalam Penilaian Elemen V isual  
pada  Kasus Apropria si Seni  
Lebih dari 100 tahun yang lalu, undang-undang hak cipta Amerika Serikat 
memasukkan versi prinsip de gustibus ketika Supreme Court menyatakan bahwa 
hak cipta dapat melindungi karya asli apa pun, terlepas dari nilai estetika.124 
Prinsip ini akhirnya dikenal sebagai doktrin estetika non diskriminasi, yang 
menyatakan bahwa nilai estetika sebuah karya ciptaan tidak relevan dengan 
apakah asli dan dilindungi oleh hak cipta.125 Walaupun demikian, bukan berarti 
nilai estetika tidak relevan dengan undang-undang hak cipta. Pertahanan 
terpenting untuk pelanggaran hak cipta adalah doktrin penggunaan wajar, yang 
                                                          
123 Pernyataan Justice Holmes di Bleistein akan dibahas pada poin pembahasan selanjutnya. 
124 Bleistein v. Donaldson Lithographing Co., 188 U.S. 239, 251 52 (1903) 
125  Lihat pada Christine Haight Farley, Judging Art, 79 TUL. L. REV. 805, 813 (2005) 




menyatakan bahwa penggunaan tertentu dari karya berhak cipta memang 
demikian penggunaan wajar yang tidak melanggar. 126  Secara khusus, 
penggunaan "transformatif"  dari sebuah karya cipta biasanya merupakan 
penggunaan wajar yang tidak melanggar, dan pengadilan menentukan apakah 
penggunaan tertentu atas karya berhak cipta bersifat transformatif dengan 
menanyakan apakah itu "menambahkan sesuatu yang baru" ke karya asli dan 
dengan demikian memberikan "manfaat sosial."127  
Berdasarkan praktiknya, penyelidikan transformatif membutuhkan 
pengadilan untuk mengevaluasi nilai estetika dari penggunaan yang diduga 
melanggar. Jika orisinalitas tidak bergantung pada nilai estetika, begitu pula 
dengan sifat transformatif. Tentu saja, menerapkan doktrin estetika non -
diskriminasi atas penggunaan wajar akan secara signifikan mengurangi ruang 
lingkup hak karya turunan. 128  Bagaimanapun juga hal tersebut hampir dapat 
dipastikan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena hak karya 
turunan tidak luas secara efisien, sehingga secara dramatis membatasi produksi 
karya turunan tanpa meningkatkan insentif secara material untuk menciptakan 
karya-karya kepenulisan. Yang dimaksud dengan prinsip estetika non diskriminasi 
adalah pengadilan tidak dapat mempertimbangkan nilai estetika dari sebuah 
karya kepenulisan untuk menentukan apakah itu dilindungi oleh hak cipta. 129 Ini 
didasarkan pada Bleistein v. Donaldson Lithographing Company, tempat 
diadakannya U.S. Supreme Court   bahwa hak cipta dapat dan harus melindungi 
setiap karya asli dari karya tulis, terlepas dari nilai estetikanya. 130  Holmes 
menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta seharusnya tidak bergantung pada 
nilai estetika suatu karya karena pengadilan tidak dapat dipercaya atau bersifat 
objektif  dalam menentukan nilai estetika.  
                                                          
126 Lihat 17 U.S.C. § 107 
127 Lihat kembali pada Campbell v. Acuff Rose Music, Inc. 
128  Brian Frye, 2016, Aesthetic Nondiscri mination & Fair Use , Uknowledge, (online), 
https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1587&context=law_facpub , hlm. 32. (4 
Februari 2021) 
129 Joseph Scott Miller, Hoisting Originality , Cardozo Law Review, Vol. 31, No. 2, School 
of Law University of Georgia, 2009. (Professor Gorman menyebut prinsip non-diskriminasi Holmes 
seph Scott 
mengutip pernyataan dalam Robert A. Gorman, Copyright Courts and Aesthetic Judgments: 
Abuse or Necessity ?, Columbia Journal of Law & the Arts, Vol. 25, Issue 1, Columbia, 2001. 
130 Diane Leenheer Zimmerman, The Story of Bleistein v. Donaldson Lith ographing 
Company: Originality as a Vehicle for Copyright Inclusivity (Copyright) , INTELLECTUAL 




Pada dasarnya, Bleistein mengadopsi versi dari prinsip de gustibus, yang 
menyatakan bahwa hak cipta harus melindungi setiap karya asli dari ciptaan, 
terlepas dari nilai estetikanya, karena nilai estetika tidak dapat dihindari akan 
bersifat subjektif. Jika hakim mempertimbangkan nilai estetika suatu karya dalam 
menentukan apakah karya tersebut dilindungi oleh hak cipta, preferensi subjektif 
mereka sendiri dapat mencegah mereka untuk mengenali kedua tujuan tersebut, 
nilai estetika dari karya tersebut dan nilai estetika subjektifnya kepada orang lain. 
Tentunya pengadilan telah mencoba untuk melindungi nilai-nilai tersebut dengan 
menyatakan bahwa hakim tidak boleh mempertimbangkan nilai estetika dari 
di luar batas tersempit dan paling 131  Tetapi mengenai 
apakah batas-batas yang sempit dan jelas itu? Pengadilan tidak menjelaskan. 
Tidak mengherankan, mereka segera terbukti tidak jelas dan, sebagai 
konsekuensinya, menjadi sangat sempit. Dalam praktiknya, Bleistein menjadikan 
nilai estetika tidak relevan dengan hak cipta. 
Ketika Supreme Court mengadopsi prinsip estetika non diskriminasi di 
Bleistein, secara implisit diasumsikan bahwa karya ciptaan yang dilindungi hak 
cipta secara keseluruhan. Namun cakupan perlindungan hak cipta secara 
bertahap diperluas untuk memasukkan elemen gabungan tertentu dari sebuah 
karya ciptaan juga. Misalnya, pada tahun 1930 Second Circuit menyatakan 
bahwa hak cipta dalam sebuah karya dramatis tidak hanya dapat melindungi 
karya tersebut secara keseluruhan, tetapi juga "adegan terpisah", "bagian dari 
dialog", atau "abstrak dari keseluruhan".132 Pengadilan secara implisit berasumsi 
bahwa prinsip estetika non diskriminasi juga diterapkan pada setiap elemen dari 
sebuah karya yang dilindungi oleh hak cipta. 133  Akibatnya, hak cipta secara 
efektif melindungi elemen asli dari sebuah karya yang dapat dikategorikan 
sebagai "ekspresi" daripada "ide . 134  Undang-Undang Hak Cipta tahun 1976 
mengubah hak eksklusif pemilik hak cipta untuk memasukkan hak eksklusif 
"untuk menyiapkan karya turunan ber dasarkan karya berhak cipta." 135 
                                                          
131 Degas and His Dancers , Smithsonian Magazine, 
(online), http://www.smithsonianmag.com/arts -culture/degasand-his-dancers-79455990/?no-ist,  
hlm.  251. (4 Februari 2021)  
132 Lihat kasus Nichols v. Universal Pictures Corporation, 45 F.2d 119, 121 (2d Cir. 1930).  
133 Ibid.  
134 Ibid.  




Bagaimanapun, kodifikasi hak cipta saja tidak cukup untuk menjelaskan 
penerapan doktrin penggunaan wajar. Pengadilan tetap tidak yakin bagaimana 
menentukan apakah penggunaan tertentu dari karya berhak cipta adalah 
penggunaan wajar.  
Dalam artikel seminarnya yang bertajuk Toward a Fair Use Standard Judge 
Leval berpendapat bahwa faktor penggunaan wajar pertama "tujuan dan 
karakter penggunaan" adalah yang paling penting. 136   Menurut Leval, doktrin 
penggunaan wajar dimaksudkan untuk mendorong penggunaan produktif dari 
karya berhak cipta, sehingga analisis penggunaan wajar harus berfokus pada 
apakah penggunaan yang diduga melanggar itu transformatif  atau berbeda dari 
penggunaan asli.  Ia mempercayai bahwa jawaban atas pertanyaan pembenaran 
lebih fokus pada apakah, dan sejauh mana, yang tertantang penggunaan bersifat 
transformatif. Penggunaannya harus produktif dan harus menggunakan materi 
yang dikutip dengan cara yang berbeda atau untuk tujuan yang berbeda dari 
aslinya Leval juga berpendapat bahwa perbedaan belaka tidak cukup dan bahwa 
penggunaan karya adalah penggunaan wajar transformatif hanya jika ia 
menambahkan sesuatu yang baru dan substansial untuk penggunaan aslinya. 
Dengan kata lain, menurut Leval, penggunaan karya berhak cipta adalah adalah 
penggunaan wajar transformatif hanya jika menambahkan sesuatu yang baru 
dan berharga ke penggunaan asli. Atau lebih tepatnya, pengadilan harus 
mempertimbangkan nilai estetika atas secondary use untuk menentukan apakah 
itu penggunaan wajar.  Dengan kata lain, menyalin adalah penggunaan wajar 
hanya jika menambahkan sesuatu yang berharga pada aslinya. Hal itu tidak 
termasuk sesuatu yang memiliki nilai komersial, yang menyiratkan bahwa 
penggunaan wajar memerlukan penambahan sesuatu yang memiliki nilai estetika. 
Untuk melakukan analisis menyeluruh apakah elemen kritis suatu karya 
dapat dipahami atau tidak, pengadilan perlu mempertimbangkan setiap elemen 
dari sebuah karya di mana kritik mun gkin terkandung secara wajar. Dalam 
mempertimbangkan elemen visual atau filmis dari sebuah karya audiovisual 
ketika menilai karya tersebut sebagai kritik di bawah faktor satu (tujuan 
penggunaan) dengan menimbulkan pertanyaan serpeti Apa yang akan 
diperlukan oleh analisis spesifik format dari elemen non-lisan dari sebuah karya 
                                                          




audiovisual?  mapan dalam kasus seni apropriasi 
bersifat instruktif. Berbeda dengan bagaimana pengadilan biasanya 
memperlakukan karya kritik audiovisual, pengadilan telah menunjukkan kapasitas 
dan kemampuan untuk menilai elemen visual dari karya visual murni dalam 
konteks seni apropriasi. 
Dalam dunia kesenian, apropriasi 137  mengacu pada tindakan meminjam 
atau menggunakan kembali unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya baru.138 
Melalui upaya apropriasi seniman mengambil bagian dari karya yang sudah ada 
untuk menciptakan karya seninya sendiri, dugaan pelanggaran hak cipta dalam 
karya seni apropriasi menjadi sering terjadi dan menjadi tuntutan di p engadilan 
Amerika Serikat. Pengadilan yang menilai seni apropriasi sebagai penggunaan 
wajar dalam setiap kasus sering kali memulai melalui analisis visual kemudian 
menggabungkan alat analisis yang terkait dengan bidang seni visual. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa setidaknya pengadilan dapat menguasai motif analisis visual 
dan menggabungkan alat analisis khusus format visual ke dalam analisis 
penggunaan wajarnya. Pendapat yudisial dalam kasus seni apropriasi setidaknya 
mengungkapkan bahwa hakim mampu mengembangkan pemahaman tentang 
alat analitis dan interpretatif yang digunakan dalam bidang artistik tertentu dan 
memanfaatkan alat interpretatif tersebut dalam membuat penentuan 
penggunaan wajar. Pendapat ini juga menetapkan bahwa melakukan analisis 
spesifik format terhadap elemen visual, film, atau non -lisan dari suatu karya 
untuk menilai transformatifnya tidak memerlukan pengadilan untuk membuat 
penilaian estetika normatif tentang sebuah karya. Seperti yang ditunjukkan di 
atas, jenis analisis ini tidak bertentangan dengan Bleistein, dan didukung oleh 
Pengadilan Campbell dan kasus apropriasi seni.  
                                                          
137  Apropriasi  dalam penciptaan karya seni bisa diartikan sebagai kecenderungan 
menggunakan atau meminjam karya orang lain sebagai pijakan. Meminjam elemen-elemen suatu 
karya untuk menciptakan karya baru. Karya yang dipinjam bisa sangat beragam, dari produk 
budaya populer sampai karya-karya masterpiece dari berbagai rentang waktu dengan segala 
konsep sosio-historis dan politik yang melatarbelakanginya. Apropriasi juga dapat dikatakan 
menciptakan karya seni baru dengan menggunakan prinsip yang sama dengan karya seni orang 
lain. Gagasan dari karya seni yang dilempar cenderung berbeda dari karya seni yang menjadi 
tinjauan, bisa lebih te rbarukan tentang isu yang sama atau-pun tak ada hubungannya sama sekali 
dengan gagasan karya yang menjadi tinjauan, bisa pula menyindir, menyanggah, atau merevisi. 
138  Hayley R. Rowe, 2011, Appropriation in Contemporary  Art , 3 INQUIRIES J. 1, 




Dalam Kasus Justice Holmes 
den akan menjadi usaha yang berbahaya bagi 
orang yang hanya terlatih di bidang hukum untuk menjadi hakim akhir dari nilai 
ilustrasi bergambar, di luar batas Nasihat ini secara 
umum dipahami untuk mendukung prinsip estetika non -diskriminasi dalam kasus 
hak cipta. 139  U.S. Supreme Court menjelaskan bahwa merujuk pada kasus 
Campbell, prinsip yang dikemukakan oleh Hakim Holmes di Bleistein meluas ke 
pertanyaan transformatif di bawah faktor satu penilaian  penggunaan wajar. 
Merujuk pada pernyataan ini, pengadilan Campbell membatasi garis antara 
analisis yang diizinkan jika memang diperlukan keberadaan kritik dalam sebuah 
karya, dan analisis yang tidak diizinkan terkait manfaat dari kritik itu . Dengan 
demikian, pengadilan Campbell menasihati bahwa melakukan analisis 
menyeluruh terhadap keberadaan kritik dalam sebuah karya tidak sama dengan 
membuat penilaian normatif tentang ke berhasilan, kualitas, atau nilai karya 
tersebut berdasarkan unsur kritis.140 
Meskipun karya di kasus Campbell diduga sebagai parodi, pengadilan 
selanjutnya telah menggunakan standar persepsi wajar Campbell untuk 
menganalisis transformatifitas suatu karya secara lebih umum, bahkan pada 
kasus tanpa klaim parodi atau kritik. Terlepas dari tanggapan di Bleistein, banyak 
sarjana hukum telah mengomentari kontradiksi yang melekat dalam prinsip 
estetika non-diskriminasi dan frekuensi pengadilan membuat penilaian. Robert 
kualitatif yang ingin dihindari Bleistein dan keturunannya tidak dapat dipisahkan 
dari undang-undang 141 Walker dan Depoorter lebih lanjut mencatat 
atas karya dari seni, hakim dipaksa untuk melakukan jurus analitis, pertama 
memblokir dengan mengutip ke pendapat Bleistein, kemudian menyerang 
dengan teori estetika ad hoc dari rancangan pengadilan sendiri."142 Keith Aoki 
                                                          
139 Robert A. Gorman, loc.cit. 
140  Lihat Brian L. Frye, Aesthetic Nondiscrimination & Fair Use, ia menjelaskan bahwa, 
dalam Campbell, "Supreme Court secara eksplisit menyangkal elemen estetika apa pun pada 
analisis penggunaan wajar, mengutip Bleistein". 
141  Robert Kirk Walker & Ben Depoorter, Unavoidable Aesthetic Judgments in 
Copyright Law:  A Community of Practice Standard , Nortwestern University Law Review, Vol. 
109, Issues. 2, Northwesten University, 2015. 




telah menjelaskan bahwa" Bleistein menuntut nilai estetika netralitas dari 
peradilan, namun secara bersamaan memerintahkan mereka untuk membuat 
keputusan yan 143  Dalam konteks penggunaan wajar, Brian Soucek 
berpendapat bahwa keempat faktor penggunaan wajar tersebut memerlukan 
Melihat alasan di Campbell, Robert Gorman telah mencatat 
 setidaknya empat tingkat p enilaian estetika" dalam 
pendapat Justice Souter meskipun ia mengaku mengikuti prinsip estetika non-
diskriminasi Bleistein.144 
 
2.  Tinjauan Kritik dalam Empat Faktor Fair Use  
2.1  Kaitan Kritik dalam Empat Faktor Fair Use  
Penggunaan karya berhak cipta dalam kritik atau komentar tidak berarti 
bahwa penggunaan tersebut secara ipso facto145  dianggap adil. Empat faktor 
yang secara khusus diatur dalam Section 107 Copyright Act 1976 harus 
diterapkan pada keadaan kasus tersebut. Meskipun penggunaan dalam karya 
kritik mungk in tampak dibenarkan, faktor lain dapat mengubah ekuitas yang 
mendukung penolakan penggunaan wajar. Faktor-faktor ini saling terkait erat . 
Berikut ini adalah garis besar faktor penggunaan wajar yang terkait dengan 
penggunaan wajar untuk tujuan kritis.  
1) Tujuan dan Karakter Penggunaan 
Tujuan penggunaan jelas untuk tujuan  kritik, tetapi karakter penggunaan 
juga perlu diperiksa. Section 107 (1) menyarankan sebagai salah satu 
karakteristik penilaian yakni "apakah penggunaan semacam itu bersifat komersial 
                                                          
143 Keith Aoki, Contradiction and Context in American Copyright Law , Cardozo Law 
Review, Vol. 9, School of Law University of Georgia, 1991. 
144 Melihat alasan di Campbell, Robert Gorman telah mencatat bahwa ia memperkirakan 
setidaknya ada empat tingkat penilaian estetika dalam pendapat Justice Souter bahkan saat ia 
mengaku mengikuti prinsip estetika non-diskriminasi Bleistein. Gorman, op.cit, hlm. 103, pada 
bagia 18 (mencantumkan empat tingkat penilaian estetika yakni: (1) menilai apakah penggugat 
"menyalin 'inti' dari lagu Orbison  jelas merupakan penilaian nilai musik"; (2) menentukan apakah 
penyalinan itu transformatif; (3) menilai apakah penggunaan transformatif adalah parodi atau 
satire, yang "sering kali membutuhkan wawasan estetika atau sastra yang cukup"; dan (4) 
menganalisis apakah parodist hanya menyalin bagian hati karya yang diperlukan untuk 
menyulapnya dalam pikiran pendengar, yang "tentunya membutuhkan penilaian psiko-estetika 
yang paling menuntut").  
145 Ipso Facto  adalah ungkapan dalam bahasa latin yang apabila diterjemahkan secara 




atau untuk tujuan pendidikan nirlaba ..." Penggunaan untuk tujuan nirlaba tidak 
akan dengan sendirinya membuat penggunaan tersebut adil, 146  juga  
penggunaan komersial tidak menghalangi temuan penggunaan wajar 147 
meskipun "cenderung mengurangi pembelaan penggunaan wajar.' 148  Terkait 
dengan aspek laba / nirlaba adalah apakah penggunaan tersebut untuk beasiswa 
atau penelitian. 
2) Sifat Karya Berhak Cipta 
Materi cetakan menghadirkan sedikit masalah bagi kritikus yang ingin 
mengutip sebagian dari sebuah karya. Satu-satunya pertimbangan adalah 
apakah jumlah yang digunakan berlebihan. Sifat seni visual dan audiovisual, di 
sisi lain, menghadirkan masalah khusus untuk penerapan doktrin penggunaan 
wajar. 
3) Jumlah Penggunaan 
Salah satu aspek penggunaan wajar yang paling merepotkan dalam kritik 
adalah sejauh mana kutipan atau kutipan diperbolehkan. Dalam hal kritik tertulis 
pada karya tulis, konsesi yang dibuat oleh penerbit pada permulaan buku bahwa 
tidak lebih dari 300 kata dapat digunakan dalam bentuk kutipan singkat un
